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 Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada 
umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain 
sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf 
latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai 
berikut : 
A. Konsonan 
ء = ' ز = z ق = q 
ب = b س = s ك = k 
ت = t ش = sy ل = l 
ث = ts ص = sh م = m 
ج = j ض = dl ن = n 
ح = h ط = th و = w 
خkh ظ = zh ه = h 
د = d ع = ‘ ي = y 
ذ = dz غ = gh  
ر = r ف = f  
 
B. Vokal 
  َ  = a 
  َ  = i 
  َ  = u 
C. Diftong 
  ي أ = ay 
  و أ = aw 
D. Syaddah 
Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya   بطلا al-thibb. 
E. Kata Sandang (...لا) 
Kata sandang (...لا) ditulis dengan al-... misalnya ةعانصلا = al-shina ’ah. 
Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat. 
F. Ta’ Marbuthah 
Setiap ta’ marbuthahditulis dengan “h” misalnya ةشيعملا ةيعيبطلا = al-




Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pemerintah dalam 
rangka pemberdayaan UMKM. Program ini bekerja sama dengan pihak lain, salah 
satunya adalah bank BRI Syariah, yang ikut berperan dalam pengembangan 
UMKM melalui program KUR ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui peran pembiayaan KUR BRI Syariah terhadap perkembangan 
UMKM di Kabupaten Kudus.  
Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan 
pendekatan kualitatif yang dilakukan secara deskriptif analisis. Lokasi penelitian 
dilakukan di kantor Bank BRI Syariah cabang Kudus dan di UMKM penerima 
KUR BRI Syariah cabang Kudus. Dengan sumber data yang terbagi menjadi dua 
yaitu, sumber data primer sekunder. Metode pengumpulan data yaitu meliputi 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang terkumpul 
digambarkan dan dijabarkan secara jelas mengenai objek penelitian sesuai dengan 
fakta dilapangan. Setelah itu data dirangkum, kemudian disajikan, setelah itu data 
dianalisis dan ditarik kesimpulan.  
Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa mayoritas nasabah 
penerima KUR BRI Syariah menyatakan bahwa kinerja UMKM mengalami 
peningkatan yang signifikan, dilihat dari  modal/ongkos produksi, omzet 
penjualan, keuntungan, dan jumlah jam kerja. Dari hasil yang diperoleh, 
diharapkan adanya peran dari lembaga keuangan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas 
Perindustrian Perdagangan dan Koperasi untuk meningkatkan kinerja UMKM 
serta pengusaha UMKM menjalankan K3 di usahanya. 
Kata Kunci: KUR, UMKM, kinerja, modal, omzet, keuntungan, jumlah jam kerja 
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A. Latar Belakang 
UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. 
Diakui, bahwa usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran 
yang sangat penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi 
dinegara berkembang dan di negara maju. Di negara-negara tersebut, UMKM 
menyerap banyak tenaga kerja dibandingan penyerapan tenaga kerja di usaha 
besar, selain itu kontribusinya terhadap pembentukan dan pertumbuhan 
produk domestik bruto (PDB) juga besar dibanding usaha besar. Di negara 
berkembang khususnya Asia, Afrika dan Amerika Latin, UMKM juga sangat 
berperan penting, khususnya dari prespektif kesempatan kerja dan sumber 
pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan 
kemiskinan, serta pembangunan ekonomi pedesaan.1 Di Indonesia, UMKM 
sangat penting terutama sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan 
pendapatan. Fakta ini menunjukkan bahwa kesempatan kerja yang diciptakan 
oleh kelompok usaha tersebut jauh lebih banyak dibandingkan tenaga kerja 
yang bisa diserap oleh usaha besar. Karena itu, UMKM sangat diharapkan 
untuk bisa terus berperan optimal dalam menanggulangi pengangguran yang 
jumlahnya cenderung meningkat setiap tahunnya. Dengan banyaknya 
penyerapan tenaga kerja, berarti UMKM mempunyai peran strategis dalam 
upaya pemerintah mengurangi kemiskinan di negri ini. 
Survei BPS 2003 dan 2005 terhadap UMKM menunjukkan 
permasalahan permasalahan klasik seperti keterbatasan modal dan pemasaran. 
Walaupun banyak skim kredit khusus bagi pengusaha kecil, sebagian 
responden, terutama yang berasal dari pedesaan tidak pernah mendapatkan 
kredit dari Bank atau lembaga-lembaga keuangan lainnya. Mereka tergantung 
sepenuhnya pada uang/tabungan mereka sendiri, uang/bantuan dan dari 
                                                          





saudara/kenalan atau dari sumber-sumber informal untuk mendanai kegiatan 
produksi mereka. Alasannya bisa macam-macam, ada yang tidak pernah 
dengar atau menyadari adanya skim-skim khusus tersebut, ada yang pernah 
mencoba tetapi ditolak karena usahanya dianggap tidak layak untuk didanai 
atau mengundurkan diri akibat rumitnya prosedur administrasi, atau tidak bisa 
memenuhi persyaratan termasuk penyediaan jaminan, atau banyak pengusaha 
kecil yang dari awal memang tidak berkeinginan meminjam dari lembaga-
lembaga keuangan formal.2 
Peran Bank dan lembaga keuangan lainnya sangat penting untuk 
membantu para pelaku usaha mikro yang kesulitan dalam pengadaan modal. 
Diharapkan para pengusaha kecil bisa terbantu oleh pinjaman modal dari 
lembaga-lembaga keuangan yang menyediakan kridit khusus untuk mengatasi 
keterbatassan modal mereka. Sudah diketahui diatas bahwa, Selain 
sumbangsih yang besar terhadap perekonomian Indonesia, UMKM juga 
merupakan salah satu solusi untuk mengurangi ketimpangan maupun 
kesenjangan pendapatan masyarakat Indonesia, karena sektor ini mempunyai 
ketahanan ekonomi yang tinggi. Hal ini yang mendorong pemerintah untuk 
terus menciptakan dan mendukung program pemberdayaan ekonomi berbasis 
kerakyatan. Maka dari itu, pemerintah juga harus berperan dalam membantu 
para pelaku umkm melalui kebijakannya dalam upaya untuk meningkatkan 
kesejahteraan pengusaha kecil. 
Pada tanggal 5 November 2007, Presiden meluncurkan Kredit Usaha 
Rakyat (KUR), dengan fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah yang 
bertujuan untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi 
(UMKMK), penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan. 
Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau 
investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau 
kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan 
tambahan atau agunan tambahan belum cukup. UMKM dan Koperasi yang 
diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha 
                                                          





produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, 
kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat 
dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan Koperasi dapat langsung 
mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank 
Pelaksana.3 Mekanisme penyaluran KUR adalah melalui lembaga-lembaga 
keuangan dan koperasi seperti: Bank BUMN, Bank Umum Swasta, BPD, 
Pembiayaan, koperasi dan KUR Syariah yaitu Bank BRI Syariah. 
Kabupaten Kudus sebagai penerima bantuan KUR mempunyai banyak 
industri yang berkembang di masyarakat baik itu skala besar, menengah 
maupun industri kecil. Data yang diperoleh dari Dinas Perindagkop pada 
tahun 2014 saja terdapat 12.938 buah perusahaan industri/unit usaha di 
Kabupaten Kudus. Angka tersebut mencakup seluruh perusahaan (unit usaha) 
industri baik yang besar/sedang ataupun industri kecil/rumah tangga. Secara 
umum sektor perdagangan, hotel dan restoran sebagai penyumbang kedua 
setelah sektor industri, diikuti sektor pertanian.4 Potensi lain dari Kabupaten 
Kudus yaitu sebagai kota pendidikan, kota wisata, dan daerah perdagangan 
dan jasa. Berdirinya pusat-pusat perbelanjaan merupakan ciri khas baru. 
Selain itu, Kabupaten Kudus dilewati oleh Jalur Pantura yang sangat ramai, 
sehingga banyak berdirinya pertokoan, warung makan, bengkel, dan peluang 
usaha lainnya di sepanjang jalur Pantura. Kabupaten Kudus selain 
mencanangkan sebagai kota pendidikan, pembangunan ekonominya juga 
diarahkan untuk pengembangan kota perdagangan dan jasa dimana sektor 
perdagangan, hotel, dan restoran memberikan kontribusi terbesar dalam 
perekonomian. Hal ini menunjukan potensi perkembangan UMKM di 
Kabupaten Kudus sangat besar, maka sangat diperlukan bantuan dana KUR 
untuk para pelaku usaha dengan harapan dapat membantu mengembangkan 
kinerja UMKM dan meningkatkan unit usaha UMKM di Kabupaten Kudus. 
Salah satu penyalur dana KUR di Kabupaten Kudus adalah Bank BRI 
Syariah, mereka menyalurkan dana KUR sejak tahun 2016. Penulis sangat 







tertarik untuk melakukan studi kasus di BRI Syariah karena satu satunya 
Bank Syariah yang menyalurkan dana KUR pemerintah. 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “PERAN PEMBIAYAAN KUR 
TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM MASYARAKAT MUSLIM DI 
KABUPATEN KUDUS” studi kasus BRI Syariah Cabang Kudus. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belaang di atas, maka permasalahan yang 
akan dibahas pada penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan KUR pada UMKM masyarakat 
muslim di Kabupaten Kudus ? 
2. Bagaimana perbedaan UMKM sebelum dan sesudah menggunaan dana 
KUR dari Bank BRI Syariah Cabang Kudus, antara lain : 
a. Berapa perbedaan Modal sebelum dan sesudah menggunakan KUR dari 
Bank BRI Syariah cabang Kudus ? 
b. Berapa perbedaan Omzet penjualan sebelum dan sesudah menggunakan 
KUR dari Bank BRI Syariah cabang Kudus ? 
c. Berapa perbedaan Keuntungan sebelum dan sesudah menggunakan 
KUR dari Bank BRI Syariah cabang Kudus ? 
d. Berapa perbedaan Jumlah jam kerja sebelum dan sesudah menggunakan 
KUR dari Bank BRI Syariah cabang Kudus ? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitan 
Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam 
penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pembiayaan KUR pada UMKM 





b. Untuk mengetahui perbedaan UMKM antara sebelum dan sesudah 
menggunakan dana KUR dari Bank BRI Syariah Cabang Kudus, antara 
lain: 
1) Perbedaan Modal sebelum dan sesudah menggunakan KUR dari 
Bank BRI Syariah cabang Kudus. 
2) Perbedaan Omzet penjualan sebelum dan sesudah menggunakan 
KUR dari Bank BRI Syariah Cabang Kudus. 
3) Perbedaan Keuntungan sebelum dan sesudah menggunakan KUR 
dari Bank BRI Syariah Cabang Kudus. 
4) Perbedaan Jumlah jam kerja antara sebelum dan sesudah 
menggunakan KUR dari Bank BRI Syariah Cabang Kudus. 
2. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara 
teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:  
a. Manfaat Teoritis 
1. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk 
menambah dan mengembangkat ilmu pengetahuan ekonomi, 
khususnya dalam bidang pembiayaan modal dan UMKM. 
2. Hasil penelitian diharapan dapat bermanfaat sebagai bahan dasar 
pertimbangan dan bahan ilmiah yang dapat berguna untuk bahan 
kajian atau imformasi bagi pengelola dana KUR dan pelaku UMKM. 
b. Manfaat Praktis 
1. Bagi akademisi 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 
memperluas ilmu pengetahuan baik secara teori maupun pratik. 
2. Bagi penyalur dana KUR 
Dari hasil penelitian ini diharapan dapat digunakan untuk 
membantu, memberikan perhatian dan pembinaan secara 







3. Bagi pelaku UMKM 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi 
yang bermanfaat untuk pelaku UMKM supaya dapat memperoleh 
akses dari BRI Syariah dan dimudahkan dalam memperoleh dana 
KUR dari Bank BRI Syariah cabang Kudus. 
 
D. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka digunakan untuk memberi informasi tentang 
penelitian atau karya ilmiah  lainnya yang berkaitan dengan penelitian  yang 
akan diteliti. Berdasarkan hal tersebut penulis berusaha meninjau penelitian 
atau karya ilmiah yang berhubungan dengan judul “PERAN  PEMBIAYAAN 
KUR TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI KABUPATEN 
KUDUS” diantaranya adalah: 
1. Penelitian yang ditulis oleh Anis Ayu Purwatiningsih dengan judul 
“Pengaruh Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pendapatan Pelaku UMKM 
Pada Sektor Pertanian di Kecamatan Kpung Kabupaten Kediri”5 
menghasilkan perhitungan koefisien regresi modal sendiri (X1) adalah 
besarnya pengaruh variabel bebas X1 (modal sendiri) terhadap perubahan 
tingkat pendapatan pengusaha Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM), 
pengaruh ini bernilai positif atau dapat dikatakan semakin tinggi modal 
sendiri maka akan semakin tinggi pula tingkat pendapatan yang akan 
didapatkan pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dimana 
setiap kenaikan modal sendiri (X1) pendapatan pengusaha Usaha Mikro 
Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Kepung juga akan meningkat. Di 
sini modal sendiri lebih menguntungkan para pelaku UMKM karena 
mereka menemukan penyalahgunaan dana KUR yang diterima oleh 
masyarakat tidak digunakan sebagaimana semestinya. 
                                                          
5 Anis Ayu Purwatiningsih, “Pengaruh Kredit Usaha Rakyat terhadap pendpatan  pelaku UMKM 
pada sektor pertanian  dI Kecamatan Kepung Kabupaten KedirI”, skripsi, Kediri:Universitas 





2. Jurnal Dewi Anggraini dengan judul “Peranan Kredit Usaha Rakyat Bagi 
Pengembangan UMKM di Kabupaten Medan”6. Sama seperti penelitian 
sebelumnya, dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa semakin besar 
modal sendiri maka semakin besar juga keuntungan. Akan tetapi diketahui 
juga bahwa semakin besar modal KUR maka semakin besar juga 
keuntungaan pelaku UMKM, maka dari itu dapat dikatakan keduanya 
konstan. Namun juga masih ditemukan penyalah gunaan modal KUR 
untuk keperluan lain. 
3. Jurnal Made Ary Mayuni dan Surya Dewi Rustariyuni dengan judul 
"Peranan Kredit Usaha Rakyat Terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten 
Jembarana”7 menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa kinerja UMKM 
meningkat dilihat dari tingkat produksi, tenaga kerja, pendapatan dan 
biaya produksi setelah menerima dana KUR dilihat dari sebelum dan 
sesudah memakai dana KUR. 
 
E. Metode Penulisan Skripsi  
Pembahasan skripsi ini  didasarkan pada penelitian lapangan field 
research yang dilakukan di BRI Syariah cabang Kudus. Adapun metode yang 
dilakukan dalam penelitrian ini antara lain : 
1. Jenis Penelitian dan Pedekatan Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 
adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan 
kualitatif adalah penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret siatuasi 
sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, mendalam8. Hal tersebut 
dikarenakan hakikat dari pertanyaan penelitian yang membutuhkan 
jawaban yang perlu di eksplorasi. 
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2. Sumber Data Primer dan Jenis Data 
Sumber data didalam penelitian merupakan fator yang sangat 
penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil 
penelitian. Oleh karenanya, sumber data akan menjadi bahan 
pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data 
terdiri dari:9 
a. Data Primer 
Data primer yaitu data yang berasal  langsung dari sumber 
data yang akan dikumpulkan secara khusus dan berhubungan 
langsung dengan permasalahan yang diteliti.10 Data primer diperoleh 
melalu hasil wawancara dengan BRI Syariah Cabang Kudus dan 
pelaku UMKM yang menerima dana KUR dari BRI Syariah Cabang 
Kudus. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang tidak di dapatkan secara 
langsung oleh peneliti  tetapi diperoleh dari dokumen, buku-buku, 
dan jurnal penelitian yang masih berkaitan dengan materi 
penelitian.11 
Data sekunder ini dapat diperoleh dari sumber data tidak 
langsung biasanya berupa artikel, surat kabar, buletin, dan catatan 
catatan lainnya sebagai penunjang dari sumber primer, juga disertai 
karya-karya tulis yang sesuai judul penulisan. Selain itu buku-buku 
maupun karya cetak dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 
judul penulisan. 
3. Teknik Pengumpulan data 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 
dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian  adalah mendapatkan 
data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak 
                                                          
9 Wahyu purhantara, metode penelitian kualitatif untuk bisnis, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, j. 
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akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang sudah di 
tetapkan.12 
Untuk memperoleh data, maka metode yang di gunakan dalam 
peneliti ini adalah. 
a. Metode Observasi 
Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti 
datang langsung, melihat, dan merasakan apa yang terjadi di objek 
penelitian. Teknik  pengumpulan data dengan observasi ini sangatlah 
baik karena dapat  menggabungkan antara teknik wawancara dengan 
dokumentasi dan sekaligus mengkonfirmasikan kebenarannya. 
b. Metode Wawancara 
Wawancara merupakan percakapan antara dua orang yang salah 
satunya bertujuan  untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk 
suatu tujuan tertentu.13 Metode wawancara merupakan suatu metode 
pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada para 
responden yang mampu memberikan informasi yang berguna bagi 
penelitian ini, kemudian jawaban dari para responden dicatat atau di 
rekam. Wawancara dapat di lakukan secara tatap muka antara peneliti 
dengan informan, ataupun dengan media komunikasi. 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa 
informasi pengetahuan, fakta, dan data. Dengan demikian, maka dapat 
dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klarifikasi bahan-bahan 
tertulis yang berhubungan dengan  masalah penelitian, baik dari sumber 
dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, website, dan lain-lain.14 
 
 
                                                          
12 Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Bandung:ALFABETA, 2008, 
H.224. 
13 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial, Jakarta : Salemba 
Humanika, 2011, H.118. 
14 Hadari Nawan, Instumen Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta : Gajah Mada Universiti Press, 





4. Teknik Analisis Data 
Analis is data merupakan bagian yang amat penting dalam metode 
ilmiah karena dengan analisis lah, data tersebut dapat diberi arti dan makna 
yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Penulis pada 
analisis data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan metode 
diskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dan 
gambar. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. 
Sehubungan dengan ini, maka penulis mengumpulkan data yang diperoleh 
dari pelaku UMKM yang mendapatkan dana KUR dari BRI Syariah 
cabang Kudus. Kemudian data tersebut yang telah dikumpulkan oleh 
penulis, data yang terahir di interpretasikan. 
 
F. Sistematika Penulisan Skripsi 
Sistematika yang dimaksud disini adalah penempatan unsur-unsur 
permasalahan dan urutannya di dalam skripsi sehingga membentuk satu 
kesatuan karangan ilmiah yang tersusun rapi dan logis. 
Sistematika ini digunakan sebagai gambaran yang akan menjadi 
pembahasan dan penelitian sehingga dapat memudahkan bagi pembaca. Maka 
dapat disusun sistematika penulisan sebagai berikut: 
1. Bagian awal 
Dalam bagian ini terdiri dari halaman judul skripsi, halaman 
persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman 
persembahan, halaman deklarasi, halaman pedoman transliterasi, halaman 
abstrak, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi. 
2. Bagian isi 
Bagian ini terdiri dari 5 bab. masing masing bab berisi tentang 
penjelasan persoalan-persoalan tertentu yang saling terkait antara bab satu 
dengan lainnya.  
Sistematika yang saling tersusun dalam penelitian ini adalah  





BAB I  : PENDAHULUAN 
Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 
masalah , rumusan masalah,  tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan 
sistematika penelitian. 
BAB II : LANDASAN TEORI 
Dalam bab ini diuraikan konsep yang berkaitan dengan 
penelitian diantaranya tentang Pembiayaan, UMKM 
(modal, produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan 
 menjelaskan tentang tinjauan KUR serta pengaruhnya 
terhadap UMKM. 
BAB III : PEMBIAYAAN KUR DI BANK BRI SYARIAH  
CABANG KUDUS 
Berisi gambaran umum tentang Pembiayaan KUR di Bank 
BRI Syariah cabang Kudus, dan konsep penyaluran dana 
Kredit Usaha Rakyat dari Bank BRI Syariah Cabang 
Kudus. 
BAB IV : ANALISIS PERAN PEMBIAYAAN KUR TERHADAP 
PERKEMBANGAN UMKM MASYARAKAT MUSLIM 
DI KABUPATEN KUDUS 
Dalam bab ini penulis akan  menganalisis dan membahas 
hasil penelitian dari peranan pembiayaan KUR terhadap 
perkembangan UMKM mmasyarakat mulim di Kabupaten 
Kudus. 
BAB V : PENUTUP 
Bab ini berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan 
saran-saran. 
3. Bagian Akhir 
Dalam bagian ini berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat 








1. Pengertian Pembiayaan  
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 25 UU Perbankan Syariah 
dan PBI No. 10/24/PBI/2008, pembiayaan adalah penyediaan dana 
dan/atau tagihan/piutang. Karena itu, fasilitas penyediaan uang atau 
tagihan dalam bentuk line facility atau fasilitas plafon pembiayaan bergulir 
adalah merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah 
kepada nasabahnya yang harus didudukkan dalam persetujuan atau 
kesepakatan yang mengikat bank dan nasabah. Realisasi akad dan line 
facility berdasarkan fatwa DSN diatas adalah dalam bentuk pembiayaan 
dengan akad murabahah, istisna’, mudarabah, musharakah, dan ijaroh15. 
2. Syarat sahnya pembiayaan 
Sebelum pembiayaan direlisasikan, terlebih dahulu harus dibuat 
akad atau perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban antara bank dengan 
nasabah penerima fasilitas pembiayaan. Di samping mengatur hak dan 
kewajiban bank serta nasabah, perjanjian atau persetujuan antara bank 
dengan nasabah penerima fasilitas pembiyaan debitur juga berfungsi 
sebagai perikatan pokok dan perjanjian pengikatan jaminan accessoir.16 
Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa syarat sahnya 
akad pada dasarnya sama dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang 
sebagaimana yang ditentukan dalam hukum positif, yaitu pasal 1320 KUH 
Perdata. Untuk sahnya suatu perjanjian menurut ketentuan Pasal 1320 
KUH Perdata diperlukn 4 (empat) syarat:17 
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a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri Sighat Al-Aqd 
Tidak ada kesepakatan apabila suatu perjanjian muncul karena 
ada paksaan, kekhilafan atau penipuan. 
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 
Berdasarkan ketentuan pasal 1329 KUH Perdata, pada dasarnya 
setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia 
dinyatakan tak cakap oleh undang-undang. 
Berdasarkan ketentuan pasal 1330 KUH Perdata, orang-orang 
yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah: 
1) Orang yang belum dewasa 
2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan 
3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-
undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-
undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.18 
c. Suatu hal tertentu 
Suatu hal tertentu maksudnya mengenai hak-hak dan kewajiban 
para pihak harus dapat ditentukan secara jelas dalam perjanjian yang 
bersangkutan, misalnya dalam perjanjian pembiayaan harus 
dicantumkan secara jelas mengenai antara lain plafon pembiayaan, 
tujuan pemberian pembiayaan, tanggal jatuh tempo pembiayaan, dan 
kewajiban nasabah.19 
d. Suatu sebab yang halal 
Maksudnya adalah apa yang mejadi tujuan bersama atau apa yang 
dikerakan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut bukan hal-
hal yang dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan 
ketertiban umum, dan tidak melanggar kesusilaan.20 
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3. Akad pembiayaan harus dibuat secara tertulis 
a. Dasar hukum 
Secara normatif dalam hukum islam, keharusan perjanjian 
dibuat secara tertulis adalah terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 282 
sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan mengenai asas 
tertulis Al Kitabah dalam bermuamalah tidak secara tunai dalam waktu 
tertentu hendaknya dituliskan, dibacakan dan terdapat dua orang saksi. 
    يا  هُّي أ ٱ  ني  ذَّل   و ن  ما  ء  ا ا ذ إ م تن يا د ت   ي د ب  ن    ى ل إ   ل  ج أ    م س ُّمى   فٱ  ك   هو ب ت  
 ل  و  ك يب ت 
  يَّب  م ك ن    ب تا ك   بٱ  ل  د ع   ل ... ٢٨٢  
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah 
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar” ( QS Al Baqarah Ayat 282 ).21 
Sedangkan dalam peraturan perundang undangan yang ada 
dalam UU no. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah 
menyalurkan pembiayaan adalah berdasar akad, sedangkan yang 
dimaksud dengan ‘akad’ dalam pasal 1 angka 13 adalah kesepakatan 
tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat 
adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan 
prinsip syariah.22 
b. Jangka waktu penyimpanan dokumen 
Untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan 
para pihak, maka dokumen perusahaan yang merupakan alat-alat bukti 
tertulis tersebut perlu disimpan oleh bank dalam dosir nasabah sesuai 
jadwal retensi arsip yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.23 
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4. Tujuan Pembiayaan 
Tujuan utama dari pemberian pembiayaan antara lain: 
a. Mencari keuntungan profitability yaitu dengan tujuan memperoleh hasil 
dari pembiayaan yang disalurkan berupa keuntungan yang diambil dari 
bagi hasil yang diperoleh dari hasil usaha nasabah. 
b. Safety atau keamanan yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang 
diberikan sehingga benar benar terjamin sehingga tujuan profitability 
benar-benar tercapai tanpa hambatan. 
c. Membantu usaha nasabah, yaitu membantu usaha nasabah yang 
memerlukan dana, baik investasi maupun pembiayaan. 
d. Membantu pemerintah, yaitu semakin banyak pembiayaan yang 
disalurkan bank maka semakin banyak pembangunan di berbagai 
sektor.24 
5. Pembiayaan Keuangan Islam 
Berangkat uang sebagai komoditas dalam keuangan konvensional, 
disamping pisahnya antara modal dan enterpreneurship dalam faktor 
produksi, maka kedua hal tersebut akan menyebabkan terjadinya 
ketidakseimbangan dalam masyarakat. Pemodal kuat akan semakin kaya 
karena mendapatkan kesempatan yang lebih besar dalam berusaha, 
disamping perolehan bunga yang tidak diimbangi aktifitas produksi 
sedikitpun. Sementara si peminjam uang bisa jadi, meskipun sudah 
berusaha keras akan tetapi hasilnya belum tentu sesuai yang diharapkan. 
Disinilah letak ketidak adilan atau ketidak seimbangannya.  
Kredit dapat menciptakan uang yang mengarah pada peningkatan 
jumlah uang yang beredar. Dampaknya adalah mengarah pada peningkatan 
inflasi yang terjadi hampir di setiap tahun Sementara moda pembiayaan 
komersial islami, secara konsep, seluruh moda pembiayaan bersifat “asset 






backed”, sehingga akan terjadi keseimbangan antara jumlah uang dan 
barang. Dengan demikian terjadinya inflasi dapat dihindari.25 
a. Kriteria Transaksi Syariah 
Suatu transaksi dapat dikatakan memenuhi aspek syariah islam 
jika memenuhi kriteria tertentu, yaitu: 
1. Saling ridha 
Dalam transaksi syariah saling ridha antar kedua belah pihak 
dan bukan karena paksaan. Inilah yang mengantarkan transaksi ini 
untuk mendapat keberkahan, dan tidak sekedar keuntungan financial 
semata.26 
2. Prinsip kebebasan transaksi sepanjang obyeknya halal dan baik 
Keberkahan akan diperoleh sepanjang tujuan dan caranya 
baik, Insya Allah hasilnya pun baik. Para pihak boleh melakukan 
transaksi apapun asal sesuai koridor islam, betapapun baik tujuannya 
kalau bertentangan dengan syariat islam maka akan tetap dilarang.27 
3. Uang hanya brsifat sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai 
bukan sebagai komoditas. 
Dalam ekonomi islam, uang tidak dapat berfungsi sebagai 
komoditas karena uang tidak memiliki nilai intrinsik. Uang kertas 
hanyalah sekedar uang tanda yang memiiki daya beli saat masih 
dinyatakan berlaku oleh otoritas penerbit. Dan akan tidak bernilai 
lagi saat ditarik lagi dari peredaran.28 
4. Tidak mengandung Riba 
Riba adalah setiap tambahan pada jumlah piutang yang 
disyaratkan dalam transaksi pinjam meminjam uang serta 
derivasinya dan transaksi tidak tunai lainnya. Dan setiap 
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pertambahan yang disyaratkan dalam transaksi pertukaran antar 
barang-barang ribawi termasuk pertukaran uang.29 
5. Tidak mengandung unsur kezaliman 
Perbuatan zalim adalah menempatkan sesuatu tidak pada 
tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas dan 
temponya, mengambil sesuatu yang bukan haknya dan 
memperlakukan sesuatu tidak sesuai posisinya. Kezaliman bukan 
hanya menimbulkan kemudharatan pagi salah satu pihak transaksi, 
melainkan kepada seluruh pihak yang bertransaksi.30 
6. Tidak mengandung unsur gharar 
Setiap transaksi yang menimbulkan kerugian akibat ketidak 
jelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya 
kepastian pelaksanaan akad. 
7. Tidak mengandung unsur Haram 
Esensi haram yang dimaksud adalah segala unsur yang 
dilarang secara tegas dalam Al Quran dan As Sunnah tidak 
menganut prinsip nilai waktu dari uang time value of money karena 
keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan resiko 
yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip al 
ghunmu bil ghurmi ( no gain without accompanying risk ).31 
b. Macam – Macam Pembiayaan Syariah Islam 
1. Mudharabah 
Mudharabah adalah kemitraan khusus dimana satu mitra 
memberikan uang untuk diinvestasikan pada suatu usaha komersil, 
sementara menejemen dan kerja menjadi tanggung jawab mudharib. 
Mudharabah dibedakan menjadi dua macam, yaitu: Mudharabah 
Muqayyadah dan Mudharabah Mutlaqah. Pada mudharabah 
Muqayyadah, mudharib hanya boleh berinvestasi dibidang usaha 
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tertentu saja. Sementara itu pada Mudharabah Mutlaqah, Mudharib 
diberikan wewenang penuh dalam menjalankan roda usahanya tanpa 
adanya pembatasan bidang usaha tertentu saja. Tentu batasannya 
adalah sepanjang syara’ masih mengijinkan.32 
Dasar hukum mudharabah sebagai akad adalah terdapat 
dalam Al Quran surat Al Muzammil ayat 20 
 ۞ ...   نو  ر  خا  ء  و   ض ي  نو ب  ر ي ف ٱ   ل  ر  ض   ب ي  نو غ ت ن  م   ض ف  ل ٱ  َّللّ 
  نو  ر  خا  ء  و  
  ق ي  نو ل ت ي ف   لي ب  س ٱ ه َّللّ ...  ٢٠  
 “dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari 
sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang sedng berperang 
dijalan Allah” ( QS Al Muzammil ayat 20 )33 
Kemudian juga terdapat dalam Surat Al Jumuah ayat 10. 
Yaitu:  
ا ذ إ ف   ت ي  ض ق ٱ  و ل َّصل  ة   فٱ  او  ر  ش تن ي ف ٱ   ل  ر  ض   وٱ  ب  او غ ت ن  م   ض ف  ل 
ٱ  َّللّ   وٱ  ذ  او  ر ك ٱ  َّللّ   ري ث كا   م كَّل عَّل   ف ت  نو  ح ل ١٠  
“apabila telah ditunaikan shalat, betebaranlah kamu dimuka 
bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-
banyaknya agar kamu beruntung” (QS Al Jumuah ayat 10)34 
 Selain itu, dasar hukum Mudharabah juga terdapat dalam 
Surat A Baqarah ayat 198. Yaitu: 
  ي ل  س   ع  ي ل  م ك   حا ن  ج ن أ   ب ت  او غ ت   ض ف  ل ن   م    م ك  ب َّر...   َ ١٩٨  
“Tidak ada bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil 
perniagaan) dari Tuhanmu” (QS Al Baqarah ayat 198)35 
Kemudian dasar hukum Mudharabah juga terdapat dalam 
hadis nabi yang diriwayatkan oleh ibnu majah,  
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 , ةكربلا نهيف ثلث : ملسو هيلع الله ىلص الله وسر لاق : لاق ,بيهص نع
.عيبلل لا تيبلل , ريعثلاب ربلا طلخاو و ةضراقملاو , لجا ىلا عيبلا 
yang artinya: “tiga perkra yang mengandung berkah adalah 
jual beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal 
terhadap orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan 
jewawut untuk keluarga, bukan untuk diperjual belikan”. 
Selain didalam Al quran dan Hadis, dasar hukum 
mudharabah sebagai pembiayaan juga terdapat dalam fatwa dewan 
syariah nasional majlis ulama’ Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000, 
tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh).36 
Penggunaan mudharabah sebagai instrumen pembiayaan 
dapat diimplementasikan antara lain pada pembiayaan proyek 
konstruksi, pekerjaan borong lainnya, pembiayaan modal kerja suatu 
usaha dan lain-lain. Ditinjau dari skala usahanya, pembiayaan 
mudharabah dapat diperuntukkan kalangan usaha mikro, kecil, 
menengah (UMKM), serta korporasi. 
2. Musyarakah 
Musyarakah adalah ketika terdapat dua orang atau pihak 
yang menjadi mitra pada suatu usaha tertentu atau mereka bekerja 
sama dalam berbagai bidang usaha yang berbeda-beda. Masing-
masing pihak mewakili pihak lainnya dan bukan atas tanggung 
jawab sendiri. Dengan mempertimbangkan aspek local wisdom, agar 
lebih mudah dipahami dalam tataran aplikasi. Berbeda dengan 
mudharabah yang salah satu pihak saja sebagai investor dan yang 
lain sebagai mudharib (pengelola), musyarakah adalah kedua pihak 
memiliki modal yang sama dan mengelola bersama sesuai 
kesepakatan.37 
Perbedaan antara musyarakah dan mudharabah dapat 
digambarkan sebagai berikut: 
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a. Investasi dalam musyarakah berasal dari semua mitra, sementaa 
pada mudharabah, investasi menjadi tanggung jawab tunggal 
rabbul maal. 
b. Pada musyarakah, semua pertner dapat berpartisipasi dalam 
pengelolaan usaha, sedangkan dalam mudharabah, rabbul maal 
tidak berhak berpartisipasi dalam menejemen, dan hanya 
dilaksanakan oleh mudharib sendiri. 
c. Pada musyarakah semua mitra menanggung kerugian sesuai porsi 
modal masing-masing, sementara pada mudharabah jika terjadi 
kerugian, menjadi tanggung jawab rabbul maal, kaena mudharib 
tidak berinvestasi. Kerugian mudharib usahanya sia-sia dan tidak 
menghasilkan apa-apa. Dengan catatan mudharib tetap bekerja 
secara sungguh sungguh. Jika mudharib lalai atau tidak jujur, 
kerugian yang ditimbulkannya menjadi tanggung jawab 
mudharib. 
d. Tanggung jawab para mitra dalam musyarakah tidak terbatas. 
Dengan demikian, jika kerugian melebihi kekayaan perusahaan 
dan kemudian usaha dilikuidasi, maka kelebihan kerugian 
menjadi tanggungan para mitra secara pro-rata. Akan tetapi jika 
semua mitra menyepakati kerugian ditanggung mitra tertentu, 
maka hanya dia sendiri yan memikul kelebihan kerugian tersebut. 
Sebaliknya, jika ini terjadi pada mudharabah, maka tanggung 
jawab rabbul-maal hanya sebatas modalnya, kekurangan/sisanya, 
menjadi tanggung jawab mudharib. 
e. Pada  musyarakah, begitu modal dikumpulkan, maka menjadi 
milik bersama sesuai porsi modal masing-masing. Jika kemudian 
nilai asset menalami kenaikan, maka mereka masing-masing 
berhak atas kenaikan nilai tersebut.38 
 
 
                                                          






Murabahah adalah jual beli yang mana si penjual 
berkewajiban menyampaikan harga kulakannya kepada si pembeli 
ditambah keuntungan yang telah disepakati antara si penjual dan 
pembeli. Negosiasi yang terjadi dalam murabahah bukan pada 
“harga jual beli barang” tetapi lebih pada besarnya keuntungan yang 
akan disepakati para pihak. Dalam transaksi murabahah bisa dibayar 
tangguh/ kredit memang benar. Tetapi murabahah adalah transaksi 
jual beli (barang yang akan menghasilkan keuntungan), dan bukan 
trnsaksi kredit (pinjam meminjam uang) yang mengenakan bunga 
(riba).39 
4. Ijarah 
Esensi dari ijarah adalah manfaat, bisa dari barang, dan bisa 
dari orang. Guna membedakan antara keduanya, maka ijarah dalam 
konteks memanfaatkan barang, transaksinya disebut “sewa-
menyewa”, sementara ijarah dalam hubungan manfaat orang, maka 
transaksinya dinamakan “hubungan kerja”. Ijarah diatur dalam DSN 
MUI no: 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan ijarah.40 
5. IMBT 
Ijarah Muntahi Bitamlik (IMBT) adalah suatu transaksi 
ijarah dengan kemunkinan di akhir masa sewa terjadi perpindahan 
obyek sewa, dari pihak yang menyewakan, dalam hal ini LKI/LKS, 
kepada pihak penyewa (nasabah). Dalam transaksi IMBT, terdapat 
dua transaksi yang berjalan secara berurutan, baru kemudian diikuti 
oleh pengalihan kepemilikan. Menurut Ayub (2007: 291-292), 
transaksi ini mendasarkan pada akad ijarah, dan pemindahan 
kepemilikan obyek sewa dibuatkan lagi akad yang terlepas/tidak 
terkait dengan akad ijarah. Akad ijarah diatur dalam fatwa DSN MUI 
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No: 27/ DSN-MUI/III/2002, tentang Al Ijarah Al Mutahiyah bi Al 
Tamlik.41 
6. Kredit Usaha Rakyat (KUR) 
a. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) 
Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah 
kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 
dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung 
fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Jangka waktu kredit terbagi 
tiga, yaitu:42 
1) Kredit jangka pendek, berjangka waktu satu tahun. 
2) Kredit jangka menengah, berjangka waktu antara satu tahun sampai 
dengan tiga tahun. 
3) Kredit jangka panjang, berjangka waktu lebih dari tiga tahun. BRI 
Unit memberikan jangka waktu untuk pengembalian kredit 
berdasarkan jenis pinjaman. 
b. Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)  
Prenyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) diatur oleh pemerintah 
melalui Peraturan Menteri Kuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang 
Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009. Beberapa 
ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemeintah dalam penyaluran Kredit 
Usaha Rakyat (KUR) adalah sebagai berikut:43 
1) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dapat menerima 
fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang dianggap layak 
oleh bank (feasible) namun belum memenuhi persyaratan yang 
diminta oleh bank (bankable) dengan ketentuan: 
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a) Merupakan debitur yang belum pernah mendapatkan kredit atau 
pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan melalui 
Sistem Informasi. 
b) Khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal Nota 
Kesepakatan Bersama Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 
dan sebelum addendum I (tanggal 9 Oktober sampai dengan 14 
Mei 2008), maka fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada 
debitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit 
program lainya. 
c) Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dijanjikan antara Bank 
pelaksana dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang 
bersangkutan.44 
2) KUR disalurkan kepada UMKM untuk modal kerja dan investasi 
dengan ketentuan : 
a) Untuk kredit sampai dengan Rp. 5 juta, tingkat bunga kredit atau 
margin pembiayaan yang dikenalan maksimal sebesar atau setara 
24% efektif pertahun. 
b) Untuk kredit diatas Rp. 5 juta rupiah sampai dengan Rp. 500 juta, 
tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan 
maksimal 165 efektif pertahun.45 
3) Bank pelaksana memutuskan pemberian Kredit Usaha Rakyat 
(KUR) berdasarkan peniliaian terhadap kelayakan usaha sesuai 
dengan asas–asas perkreditan yang sehat, serta dengan 
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1. Pengertian UMKM 
UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor 
ekonomi. Diakui, bahwa usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) 
memainkan peran yang sangat penting di dalam pembangunan dan 
pertumbuhan ekonomi di negara maju maupun berkembang. Hal tersebut 
dikarenakan banyaknya UMKM yang tersebar sehingga menyumbang 
banyak lapangan pekerjaan di negara tersebut dibandingkan dengan 
industri besar.47 
a. Definisi Usaha Mikro dan Kecil  
Karakteristik dan Definisi Usaha Mikro Kecil Menengah 
(UMKM) tidak saja berbeda dengan Usaha Besar (UB), tetapi di dalam 
kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) itu sendiri terdapat 
perbedaan karakteristik antara Usaha Mikro dengan Usaha Kecil Usaha 
Menengah dalam sejumlah aspek. Ini menunjukan bahwa pengusaha 
mikro berinisiatif mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan 
hidup keluarganya sehari-hari. Dilihat dari kepentingan perbankan, 
usaha mikro adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk 
dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasi-nya karena 
usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu 
dimiliki oleh usaha non mikro, antara lain :48 
1) Perputaran usaha (turn of) cukup tinggi, kemampuan menyerap dana 
yang mahal dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih 
tetap berjalan bahkan terus berkembang. 
2) Tidak sensitif terhadap suku bunga. 
3) Tetap berkembang walaupun dalam keadaan krisis moneter.  
                                                          
47 Tulus Tambuhan,Usaha Mikro Kecil dan Menengahdi Indinesia (Jakarta:LP3ES, 2012),11 
 
48 48 Anis Ayu Purwatiningsih, PENGARUH KREDIT USAHA RAKYAT TERHADAP PENDAPATAN 
PELAKU UMKM PADA SEKTOR PERTANIAN DI KECAMATAN KEPUNG KABUPATEN KEDIRI, skripsi, 





4) Pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu dan dapat menerima 
bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat.49  
Definisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki 
beberapa pengertian yang berbeda berdasarkan sumbernya, yakni 
sebagai berikut : 
1) Berdasarkan UU No 20 tahun 2008 tentang UMKM 
Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 
tentang UMKM, dinyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha 
produktif milik perseorangan dan atau badan usaha perorangan yang 
memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-
undang tersebut. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi 
produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau 
badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan 
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 
langsung maupun tidak langsung dari Usaha Mikro, Usaha Kecil 
atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah 
sebagaimana yang dimaksud dalam Undang–undang tersebut. Dalam 
Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk 
mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam pasal 6 adalah 
nilai kekayaan bersih atau nilai asset tidak termasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha, hasil penjualan tahunan, kriteria-kriteria 
yang di maksud adalah:50 
a) Usaha Mikro adalah unit usaha yang memiliki nilai asset paling 
banyak sebesar Rp. 50 juta atau dengan hasil penjualan paling 
besar sebesar Rp. 300 juta. 
b) Usaha Kecil dengan asset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan 
paling banyak Rp. 500 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan 
lebih dari Rp. 300 juta, hingga maksimum 2,5 miliyar. 
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c) Usaha Menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih 
lebih dari Rp. 500 juta hingga paling banyak Rp. 10 milyar atau 
memiliki hasil penjualan diatas Rp. 2,5 milyar sampai paling 
tinggi Rp.50 milyar.51 
2) Menurut Keputusan Presiden RI No. 99 tahun 1998. 
Pengertian Usaha Kecil adalah Kegiatan ekonomi rakyat 
yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas 
merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk 
mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.52 
3) Menurut Bank Indonesia.  
Usaha Kecil dan Menengah adalah perusahaan industri 
dengan karakteristik sebagai berikut : 
a) Memiliki modal kurang dari Rp. 20 juta. 
b) Untuk satu putaran dari usahanya hanya membutuhkan dana Rp. 5 
juta. 
c) Suatu perusahaan atau perseorangan yang mempunyai total aset 
maksimal Rp.600 juta tidak termasuk rumah dan tanah yang 
ditempati. 
d) Omset tahunan lebih besar dari Rp. 1 milyar.53 
4) Menurut Departemen Perindustrian dan Perdagangan. 
UMKM adalah kelompok industri kecil modern, industri 
tradisional, dan industri kerajinan yang mempunyai investasi modal 
untuk mesin –mesin dan peralatan sebesar Rp. 70 juta kebawah dan 
usahanya dimiliki oleh warga Negara Indonesia54. 
5) Menurut Badan Pusat Statistik, kriteria usaha adalah: 
a) Usaha Mikro adalah memiliki 1–4 orang tenaga kerja. 
b) Usaha Kecil adalah memiliki 5–19 orang tenaga kerja. 
c) Usaha Menengah adalah memiliki 20–99 orang tenaga kerja. 
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d) Usaha Besar adalah memiliki di atas 99 orang tenaga kerja.55 
b.  Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)  
Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 
dihalangi oleh hambatan-hambatan tersebut bisa berbeda di satu daerah 
dengan daerah lain, antara pedesaan dan perkotaan, antar sektor, 
ataupun antar sesama perusahaan di sektor yang sama Meski demikian 
masalah yang dihadapi oleh pengusaha mikro dan kecil Tambunan 
(2003) adalah : 
1) Kesulitan dalam Pemasaran 
2) Keterbatasan Finansial 
3) Keterbatasan Sumber Daya 
4) Masalah Bahan Baku 
5) Keterbatasan Teknologi 
6) Kemampuan Manajemen 
7) Kemitraan 
8) Pengertian Wirausahawan 
9) Keuntungan dan Kerugian Wirausaha56 
Keuntungan dari menjalankan Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM) yaitu sebagai berikut: 
1) Dapat memilih bidang usaha sesuai minat dan bakat. 
2) Keuntungan usaha dapat dinikmati sendiri. Sehubungan usaha yang 
dijalankan merupakan usaha yang dimilikinya maka keuantungan 
dari hasil usaha menjadi miliknya juga. 
3) Memperoleh kepuasan. 
4) Tidak ada yang memerintah. 
5) Mempunyai peluang membantu orang lain57 
Kekurangan dari menjalankan Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM) yaitu sebagai berikut: 
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1) Jam kerja panjang dan tidak teratur. 
2) Risiko dan tanggung jawab luas. 
3) Pendapatan tidak stabil. 
4) Sering terlibat masalah keuangan. 
5) Belajar tidak ada akhirnya58 
Diakui bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting 
didalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya dinegara 
berkembang, tetapi di negara-negara maju. Di negara maju, tidak hanya 
menyerap tenaga kerja yang banyak dibandingkan usaha besar, tetapi juga 
kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik 
bruto (PDB) paling besar dibanding dari usaha besar. Di negara 
berkembang, khususnya Asia, Afrika dan Amerika Latin, UMKM juga 
berperan sangat penting, khususnya dari prespektif kesempatan kerja dan 
sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan dan 
pengurangan kemiskinan, serta pembangunan ekonomi pedesaan. Namun 
jika dilihat dari kontribusinya terhadap produk domestik bruto dan ekspor 
non migas masih rendah, dan ini sebenarnya perbedaan mencolok dengan 
UMKM di negara maju.59 Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam 
UMKM antara lain : 
a. Modal  
1) Pengertian Modal 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) modal 
adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, 
melepas uang, dan sebagainya yang dapat dipergunakan untuk 
menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan sebagainnya. 
Pada dasarnya, modal usaha adalah fasilitas pinjaman yang 
diberikan dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang 
diperoleh dari pihak luar perusahaan untuk membiayai kebutuhan 
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awal bisnis atau pengembanan usaha yang telah berjalan yang 
jumlahnya tidak terbatas dalam jangka waktu tertentu. 
Untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha diperlukan 
sejumlah modal dan tenaga. Modal dalam bentuk uang diperlukan 
untuk membiayai segala keperluan usaha. Sementara itu, modal 
keahlian adalah keahlian dan kemampuan seseorang untuk 
menjalankan atau mengelola suatu usaha. Besarnya modal yang 
diperlukan tergantung dari jenis usaha yang akan digarap. Dalam 
kenyataan sehari-hari kita mengenal adanya usaha kecil, menengah 
dan besar. Masing-masing memerlukan modal dalam batasan 
tertentu. Jadi, jenis usaha menentukan besarnya jumlah modal yang 
diperlukan. Misalnya, jenis usaha pabrikan berbeda dengan 
pertanian. Hal ini yang memengaruhi besarnya modal adalah jangka 
waktu usaha atau jangka waktu perusahaan menghasilkan produk 
yang diinginkan. Usaha yang memerlukan jangka waktu yang 
panjang memerlukan jumlah modal yang besar pula.60 
2) Jenis-jenis Modal 
Seperti telas dijelaskan sebelumnya terdapat beberapa jenis 
modal yang dapat digunakan untuk kegiatan usaha. Pada dasarnya, 
kebutuhan modal untuk melakukan usaha terdiri dari dua jenis yaitu: 
a) Modal investasi 
Modal investasi digunakan untuk jangka panjang dan 
dapat digunakan untuk berulang-ulang. Biasanya umurnya lebih 
dari satu tahun. Penggunaan modal investasi jangka panjang 
adalah untuk membeli aktiva tetap, seperti tanah, bangunan, 
mesin-mesin, peralatan, kendaraan, serta investasi lainnya. Modal 
investasi merupakan porsi terbesar dalam komponen pembiayaan 
suatu usaha dan biasanya dikeluarkan pada awal perusahaan 
didirikan atau untuk perluasan pabrik. Modal nvestasi biasanya 
                                                          






diperoleh dari modal pinjaman berjangka waktu panjang (lebih 
dari setahun). Pinjaman ini biasanya diperoleh dari dunia 
perbankan. 
b) Modal kerja 
Modal kerja digunakan untuk jangka pendek dan beberapa 
kali pakai dalam satu proses produksi. Jangka waktu modal kerja 
biasanya tidak lebih dari setahun. Setelah kebutuhan modal kerja 
terpenuhi, selanjutnya adalah pemenuhan kebutuhan modal kerja. 
Modal kerja yaitu modal yang digunakan untuk membiayai 
operasional perusahaan pada saat perusahaan sedang beroperasi. 
Jenis modalnya bersifat jangka pendek, biasanya digunakan untuk 
sekali atau beberapa proses produksi. Modal kerja digunakan 
untuk keperluan memebeli bahan baku, memberi gaji karyawan 
dan biaya pemeliharaan serta biaya-biaya lainnya. 
Modal kerja juga dapat diperoleh dari modal pinjaman 
bank (biasanya maksimal setahun). Biasanya dunia perbankan 
dapat membiayai modal investasi dan modal kerja baik secara 
bersamaan maupun sendiri-sendiri (tergantung kebutuhan dan 
permintaan nasabah). 
3) Sumber-sumber modal 
Kebutuhan modal, baik modal investasi maupun modal kerja, 
dapat dicari dari berbagai sumber dana yang ada, yaitu modal usaha 
sendiri atau modal pinjaman (modal asing).61 
a) Modal sendiri 
Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik 
perusahaan dengan cara mengeluarkan saham. Saham yang 
dikeluarkan perusahaan dapat bersifat terbuka maupun tertutup. 
Keuntungan modal sendiri untuk membiayai suatu usaha adalah 
tidak adanya beban biaya bunga tetapi hanya membayar dividen. 
Pembayaran dividen dilkukan apabila perusahaan mendapat 
                                                          





keuntungan dan besarnya dividen tergantung dari besrnya 
keuntungan perusahaan. Kemudian tidak ada kewajiban 
mengembalikan modal yang telah digunakan. Kerugian 
menggunakan modal sendiri adalah terbatas dan sulit untuk 
mendapatkannya. 
b) Modal Asing 
Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang 
diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari 
pinjaman. Pengguanaan modal pinjaman digunakan untuk 
membiayai suatu usaha akan menimbulkan beban biaya bunga, 
administrasi, serta biaya provisi dan komisi yang besarnya relatif. 
Penggunaan modal pinjaman mewajibkan pengembalian 
pinjaman setelah jangka waktu tertentu.62 
Keuntungan menggunakan modal pinjaman adalah tidak 
terbatas, artinya tersedia dalam jumlah banyak. Disamping itu, 
dengan menggunakan modal pinjaman bisa menimbulkan 
motifasi untuk mengerjakan usaha secara sungguh-sungguh. 
Sumber dana dari modal asing dapat diperoleh dari: 
1. Pinjaman dari dunia perbankan,baik dari perbankan swasta, 
pemerintah maupun asing. 
2. Pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan 
pegadaian, modal ventura, asuransi, leasing, dana pensiun, 
koperasi atau lembaga pembiayaan lainnya. 
3. Pinjaman dari perusahaan non keuangan.63 
4) Kelebihan dan kekurangan suatu modal 
Baik modal sendiri maupun pinjaman semuanya memiliki 
kelebihan dan kekurangn masing-masing modal adalah sebagai 
berikut: 
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a) Kelebihan modal sendiri 
1. Tidak ada biaya seperti biaya bunga atau biya administrasi 
sehingga tidak menjadi beban perusahaan. 
2. Tidak tergantung dari pihak lain, artinya perolehan dana 
diperoleh dari setoran pemilik modal. 
3. Tidak ada keharusan pengembalian modal, artinya modal yang 
ditanamkan pemilik akan tertanam lama dan tidak ada masalah 
seandainya pemilik modal mau mengembalikan ke pihak 
lain.64 
b) Kekurangan modal sendiri 
1. Jumlahnya terbatas, artinya untuk memeroleh dalam jumlah 
tertentu sangat tergantung dari pemilik dan jumlahnya relatif 
terbatas. 
2. Perolehan dari modal sendiri dalam jumlah tertentu dari calon 
pemilik baru relatif lebih sulit, karena mereka akan 
mempertimbangkan kerja dan prospek kedepannya. 
3. Kurang motifasi, artinya pemilik usaha yang menggunakan 
modal sendiri motifasi usahanya lebih rendah dibandingkan 
dengan menggunakan modal asing.65 
c) Kelebihan modal pinjaman  
1. Jumlahnya tidak terbatas, artinya perusahaan dapat 
mengajukan modal pinjaman ke berbagai sumber. 
2. Motifasi usaha tinggi. Hal ini merupakan kebalikan 
menggunakan modal sendiri. Jika menggunakan modal asing, 
motifasi pemilik untuk mengembangkan usaha lebih tinggi, ini 
disebabkan adanya beban bagi perusahaan untuk 
mengembalikan pinjaman.66 
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d) Kekurangan modal pinjaman 
1. Dikenakan berbagai biaya seperti bunga dan biaya 
administrasi. Pinjaman yang diperoleh dari lembaga lain sudah 
pasti disertai berbagai kewajiban untuk membayar jasa, seperti 
bunga, administrasi, provisi dan komisi, materai dan asuransi. 
2. Harus dikembalikan. Modal asing wajib dikembalikan dalam 
jangka waktu yang telah disepakati. hal ini bagi perusahaan 
yang mengalami likuiditas adalah sangat berat. 
3. Beban moral. Perusahaan yang mngalami kegagalan atau 
masalah yang mengakibatkan kerugian akan berdampak 
terhadap pinjaman sehingga akan menjadi beban moral atas 
utang yang belum atau akan dibayar.67 
e) Kelebihan modal campuran 
 Dapat mengatur komposisi modal yang diperlukan agar 
lebih seimbang. Artinya, presentase modal pinjaman disesuaikan 
dengan kebutuhan atas kekurangan modal sendiri.68 
b. Produksi  
1) Fungsi Produksi 
Secara tradisional organisasi sebuah perusahaan baik 
manufaktur maupun perusahaan jasa, umumnya dibagi atas beberapa 
fungsi, yaitu fungsi pemasaran, produksi, keuangan dan administrasi 
umum. Fungsi pemasaran merupakan fungsi yang diberi tugas dan 
tanggung jawab untuk menciptakan permintaan terhadap produk 
yang dihasilkan atau disediakan oleh perusahaan melalui aktifitas 
penjualan dan pemasaran. Fungsi produksi (atau lazim disebut fungsi 
operasi) merupakan fungsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab 
untuk melakukan aktivitas pengubahan dan pengelolaan sumber daya 
produksi (asset of input) menjadi keluaran (output), barang atau jasa, 
sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Fungsi produksi ini 
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menciptakan kegunaan bentuk (form utility) karena melalui kegiatan 
produksi, nilai dan kegunaan suatu benda meningkat akibat 
dilakukan penyempurnaan bentuk atas benda (input) yang 
bersangkutan.fungsi keuangan merupakan fungsi yang diserahi tugas 
dan tanggung jawab untuk mencari dana yang dibutuhkan dan 
selanjutnya mengatur penggunaan dana itu untuk membiayai 
kegiatan perusahaan sehingga perusahaan itu berjalan dengan baik. 
Selanjutnya, fungsi administrasi umum dan personalia diserahi tugas 
dan tanggung jawab untuk menjalankan segala aktifitas untuk 
menunjang kegiatan operasi perusahaan, serta melengkapi 
perusahaan dengan sumber daya manusia.69 
Tentu saja dalam operasi perusahaan, fungsi tersebut tidak 
dapat berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus bersinergi antara 
yang satu dengan yang lainnya, atau yang biasa disebut dengan 
sistem. 
Seperti yang telah dikemukakan diatas, fungsi produksi 
merupakan fungsi yang ada di sebuah perusahaan manufaktur atau 
jasa yang mengemban fungsi untuk menciptakan kegunaan bentuk. 
Dalam keberadaan eperti itu, fungsi produksi atau operasi menjadi 
tempat terjadinya proses pengubahan secara fisik atas sumber daya 
produksi (input) menjadi keluaran (output). Secara umum fungsi 
produksi ini terbagi atas empat elemen (subsystem), yaitu subsistem 
masukan (input subsystem), subsistem proses (conversion or 
processing subsystem), subsistem keluaran (output subsystem), dan 
subsistem umpan balik (feedback or production information 
subsystem). Relasi IPO (input-proses-Output). Dapat dijelaskan 
dengan sebuah fungsi relasi matematika yang sederhana, yaitu 
sebagai berikut: 
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Y = f(X), dimana Y = output (barang atau jasa yang dihasilkan/ 
disediakan untuk pelanggan. 
f= fungsi, metode, dan teknologi yang diimplementasikan dalam 
mengelola input yang dipakai menghasilkan output melalui proses 
produksi tertentu. 
X= input yang dipakai untuk menghasilkan output yang 
direncanakan. 
Dalam konteks ini, Y adalah dependent variable atau variabel 
dependen, yaitu variabel yang nilainya ditentukan oleh faktor 
lainnya, dalam hal ini proses dan input yang digunakan. Sebagai 
variabel dependen, nilai Y ini berada diluar kendali menejemen. 
Sebaliknya, X adalah independent variable atau variabel independen, 
yaitu variabel yang menentukan nilai variabel lainnya dan berada 
dalam kendali menejemen. Misalnya dalam penarikan tenaga kerja 
manusia, pemilihan mesin, pemilihan bahan baku, dan pemasoknya, 
serta penentuan sumber pendanaan, dan sebagainya, semua dapat 
dikendalikan oleh menejemen. Proses sebagai kegiatan yang 
dilambangkan oleh fungsi (f), juga dibawah kendali menejemen. 
Menejemen dapat memilih metode dan teknologi produksi yang 
sesuai menurut timbangannya. Menejemen dapat menentukan 
apakah akan memakai metode produksi dengan padat modal atau 
dengan padat karya. Proses berbasis manusia atau berbasis mesin 
dapat dipilih dan ditentukan oleh menejemen sehingga berada 
dibawah kendali menejemen.70  
Produksi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam 
menghasilkan suatu produk baik barang, maupun jasa kemudian 
dimanfaatkan oleh konsumen. Dalam aktivitas produksinya, 
produsen mengubah berbagai faktor produksi menjadi barang dan 
jasa. Berdasarkan hubungannya dengan tingkat produksi, faktor 
                                                          






produksi dibedakan menjadi faktor produksi tetap (fixed input) dan 
variabel (variable input).71 
a) Faktor produksi tetap 
Faktor produksi tetap adalah produksi yang jumlah 
penggunaannya tidak tergantung pada jumlah produksi, ada atau 
tidak adanya produksi, faktor produksi  tersebut tetap harus 
tersedia. Seperti mesin pabrik, sampai tingkat interfal produksi 
tertentu jumlah mesin jumlah mesin tidak perlu ditambah. Begitu 
juga sebaliknya apabila tingkat produksi menurun bahkan sampai 
nol, maka mesin tidak bisa dikurangi. 
b) Faktor produksi variabel 
Berbeda dengan faktor produksi tetap, faktor produksi 
variabel adalah faktor produksi yang  jumlah penggunaannya 
tergantung pada tingkat produksinya. Makin besar tingkat 
produksi, makin banyak faktor produksi variabel yang digunakan, 
begitu juga sebaliknya, apabila tingkat produksi rendah maka 
semakin kecil faktor produksi variabel yang digunakan. Buruh 
harian lepas di pabrik rokok adalah salah satu contohnya. Jika 
perusahaan ingin meningkatkan produksi, maka jumlah buruh 
harian lepasnya harus ditambah. Sebaliknya jika ingin 
mengurangi produksi, buruh harian harus dikurangi.72  
Salah satu yang dilakukan dalam proses produksi adalah 
menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Dalam kegiatan 
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1. Guna bentuk 
Yang dimaksud dengan guna bentuk yaitu, didalam 
melakukan proses produksi, kegiatannya ialah mengubah suatu 
barang sehingga barang tersebut mempunyai nilai ekonomis. 
Contoh: kayu yang dirubah menjadi meja. 
2. Guna jasa  
Adalah kegiatan produksi yang memberikan pelayanan 
jasa. Contohnya: tukang becak, pangkas rambut, dan pekerjaan 
lainnya yang memberikan pelayanan jasa. 
3. Guna tempat 
Guna tempat adalah kegiatan produksi yang 
memanfaatkan tempat-tempat dimana suatu barang memiliki 
nilai ekonomis. Contohnya: pengangkutan pasir dari sungai 
menuju ketempat dimana orang membutuhkan pasir. 
4. Guna waktu 
Guna waktu adalah kegiatan produksi yang 
memanfaatkan waktu tertentu. Contohnya: pembelian beras 
oleh bulog yang dilakukan pada saat musim hujan, yang akan 
dijual lagi disaat masyarakat membutuhkan. 
5. Guna milik 
Guna milik adalah kegiatan produksi yang 
memanfaatkan modal yang dimiliki untuk dikelola orang lain 
dan dari hasil tersebut dia mendapatkan keuntungan.74 
2)  Produksi dalam prespektif Islam 
a) Definisi produksi dalam prespektif Islam menurut para 
ekonom muslim adalah: 
1. Kahf mendefinisikan kegiatan produksi dalam prespektif 
Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya 
kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai 
                                                          





sarana untuk mencapai tujun hidup yaitu bahagia dunia dan 
akhirat. 
2. Mannan (1992) menekankan pentingnya motif altruisme bagi 
produsen yang islami sehingga ia menyikapi dengan hati-hati 
konsep pareto optimum dan given demand hypothesis yang 
banyak dijadikan sebagai konsep dasar produksi dalam 
ekonomi konvensional.75 
3. Rahman (1995) menekankan pentingnya keadilan dan 
kemerataan produksi (distribusi produksi secara merata). 
4. Siddiqi (1992) mendefinisikan kegiatan produksi sebagai 
penyediaan barang dan jasa dengan memerhatikan nilai 
keadilan dan kemanfaatan (maslahah) bagi masyarakat. 
Dalam pandangannya, sepanjang produsen telah bertindak 
adil dan membawa kebaikan bagi masyarakat maka ia telah 
bertindak ekonomi. 
5. Dr. Muhammad Rawwas Qalahji memberikan padanan kata 
“produksi” dalam bahasa arab dengan kata al intaj yang 
secara harfiyah dimaknai dengan ijadu sil’atain 
(mewujudkan atau mengadakan sesuatu) atau khidmatu 
mu’ayyanatin bi istikhdami muzayyajin min ‘anashir al-intaj 
dhamina itharuzamanin muhaddadin pelayanan jasa yang 
jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur 
produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas. 
6. Hal senada juga diutrakan oleh Dr. Abduraahman Yusro 
Ahmad dalam bukunya Muqaddimah fi ilm al istishad al 
islamiy. Abdurrahman lebih jauh menjelaskan bahwa dalam 
melakukan proses produksi yang dijadikan ukuran utamanya 
adalah nilai manfaat (utility) yang diambil dari hasil produksi 
tersebut. Produksi dalam pandangannya harus mengacu pada 
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nilai utility dan masih dalam bingkai nilai ‘halal’ serta tidak 
membahayakan bagi diri seseorang ataupun sekelompok 
masyarakat. Dalam hal ini, Abdurrahman merefleksi 
pemikirannya dengan mengacu pada QS. Al Baqarah [2]: 219 
yang menjelaskan tentang pertanyaan dari manfaat memakai 
(memproduksi) khamr. 
7. Lain halnya dengan Taqiyudin an-Nabani, dalam 
mengantarkan pemahaman tentang ‘produksi’, ia lebih suka 
memakai kata istishna’ untuk mengartikan ‘produksi’ dalam 
bahasa arab. An Nabhani dalam bukunya An Nabhani dalam 
bukunya An Nizam Al Istishadi fi Al Islam memahami 
produksi itu sebagai sesuatu yang mubah dan jelas 
berdasarkan As Sunnah. Sebab Rasulullah SAW pernah 
membuat cincin. Diriwayatkan dari Anas yang mengatakan 
“Nabi SAW telh membuat cincin.” (HR. Imam Bukhari).76 
Berdasarkan definisi diatas terlihat bahwa kegiatan 
produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah terkait dengan 
manusia dan eksistensinya dalam aktivitas ekonomi, meskipun 
setiap definisi di atas memberikan penekanan dan elaborasi 
yang berbeda. Secara garis besar masing-masing definisi adalah 
setiap kepentingan manusia yang sesuai dengan aturan dan 
prinsip syariat harus menjadi target dari suatu kegiatan produksi, 
dimana produksi adalah proses mencari, mengalokasikan, dan 
mengolah sumber daya menjadi output dalam rangka 
meningkatkan dan memberi maslahah bagi manusia.77 
b) Tujuan Produksi Dalam Ekonomi Islam 
Tujuan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang 
bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk di antaranya:78 
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1. Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkatan moderat. 
Tujuan produksi yang pertama sangat jelas, produsen 
hanya menghasilkan barang dan jasa sesuai kebutuhan. 
Barang dan jasa yang dihasilkan harus memiliki manfaat riil 
bagi kehidupan bukan sekedar memberikan kepuasan 
maksimum saja. Kedua, kuantitas produk yang dihasilkan 
tidak berlebihan, tetapi hanya sebatas kebutuhan yang wajar, 
selain menyebabkan mubadzir juga dapat menguras sumber 
daya secara cepat. 
2. Menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. 
Produsen harus mampu menjadi sosok yang kreatif, 
proaktif, dan inovatif dalam menemukan barang dan jasa apa 
yang menjadi kebutuhan manusia dan kemudian memenuhi 
kebutuhan tersebut. Penemuan ini kemudian dipromosikan 
kepada konsumen sehingga konsumen mengetahuinya. Sebab 
konsumen seringkali tidak mengetahui apa yang 
dibutuhkannya dimasa depan. 
3. Menyiapkan persediaan barang/jasa di masa depan 
Produsen harus mampu menghasilkan barang dan jasa 
yang bermanfaat bagi kehidupan dimasa mendatang, 
sehingga seorang produsen dalam kerangka Islami tidak akan 
mau memproduksi barang-barang yang bertentangan dengan 
syariat maupun barang yang tidak memiliki manfaat kepada 
masyarakat. Kedua, produsen harus memiliki orientasi 
kedepan agar mendorong mendorong produsen untuk terus 
menerus melakukan riset dan pengembangan yang bertujuan 
sebagai efisiensidalam pengelolaan sumber daya ekonomi 







4. Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada 
Allah 
Tujuan produksi adalah mendapatkan berkah yang 
secara fisik belum tentu dirasakan oleh produsen itu sendiri. 
Sebab, produksi tidak akan selalu menghasilkan keuntungan 
materiil, namun harus mampu pula memberikan keuntungan 
bagi orang lain dan agma.79 
c. Pemasaran 
1) Pengertian pemasaran 
Pemasaran adalah mata rantai yang terpenting dalam sebuah 
bisnis. Tanpa pemasaran, produk yang telah kita rancang dan kita 
buat tidak akan dapat diterima oleh masyarakat. Strategi pemasaran 
yang jitu dan tepat sangat diperlukan agar produk yang kita hasilkan 
tersebut diterima dan dibeli oleh masyarakat. Dan dunia pemasaran 
adalah salah satu yang dinamis dalam sebuah bisnis. Hal ini sangat 
terasa apabila dikaitkan dengan keadaan sekarang. 
Perkembangan teknologi sangat mempengaruhi pola 
pemasaran. Sebelum terciptanya internet, strategi pemasaran 
dilakukan secara manual dan terbatas, atau yang disebut sebagai 
pemasaran online. Namun ketika adanya internet, pola pemasaran 
menjadi masif dan besar atau yang disebut dengan pemasaran online. 
Pemasaran adalah individu atau oraganisasi yang mencari 
respon (baik berupa perhatian, pembelian, donasi, maupun suara 
dukungan) dari pihak lain. Setiap pemasar mempunyai tujuan yang 
berbeda yang ingin diwujudkan, seperti survival (kelangsungan 
hidup), tujuan finansial (penjualan dan laba), tujuan strategik 
(pangsa pasar, pijakan bisnis, pengalaman bisnis, jejaring bisnis dan 
seterusnya), tujuan sosial (kesejahteraan masyarakat, pelayanan 
                                                          






publik, mengenai isu-isu sosial kemasyarakatan), tujuan ekologikal 
(kesadaran lingkungan, konservasi lingungan), dan lain-lain.80 
Tujuan-tujuan tersebut dicoba untuk diwujudkan melalui 
penawaran berupa produk. Produk itu sendiri adalah segala sesuatu 
yang bisa ditawarkan kepada konsumen untuk memuaskan atau 
memenuhi kebutuhan konsumen. Bentuk produk ada 10 macam. 
Yaitu, barang, jasa, event, pengalaman, orang, tempat, properti, 
organisasi, informasi, dan gagasan. Tentu saja tidak semua produk 
bisa ditawarkan oleh semua pemasar karena ada keterbatasan 
tertentu menyangkut kuantitas dan kualitas sumber daya pemasaran 
yang dimilikinya. Sumber daya pemasaran terdiri atas dua elemen 
penting. Yaitu: 
a) Aset pemasaran (marketing assets) 
Berupa customer based assets (yakni relasi dengan 
pelanggan, nama dan reputasi perusahaan, merk dan dampak 
country of origin, dominasi pasar, serta produk dan jasa yang 
superior), internal support asset (seperti keunggulan biaya, sistem 
informasi, keterampilan teknis, keahlian produksi, hak cipta dan 
paten, waralaba dan lisensi, serta kemitraan ), supply chain assets 
(meliputi kendali distribusi, keunikan distribusi, kekuatan jejaring 
distribusi, keamanan pasokan, serta jejaring pasokan), dan aliance 
bassets (misalnya, akses ke pasar, akses terhadap keterampilan 
menejerial, teknologi bersama, dan ekslusifitas). 
b) Kapasitas atau kemampuan pemasaran 
Berupa kapabilitas menejemen produk dan jasa, 
kapabilitas perikanan, promosi dan penjualan, kapabilitas 
distribusi logistik, serta kapabilitas penetapan harga. 
Adanya kterbatasan sumberdaya pemasaran menyebabkan 
setiap pemasar harus memilih secara seksama tipe-tipe produk 
spesifik yang diandalkan untuk kemudian ditawarkan kepada 
                                                          





calon konsumen. Seperti halnya pemasar, pasar juga memiliki 
berbagai macam tujuan, diantaranya mewujudkan kesejahteraan 
pribadi maupun bersama, mencari solusi atas masalah yang 
dihadapi, mendapatkan manfaat tertentu yang bisa memuaskan 
kebutuhan atau keinginannya, dan seterusnya.81 
2) Fungsi dan peran pemasaran 
Secara ringkas aspek pokok pemasaran memiliki enam hal. 
Yaitu sebagai berikut: 
a) Pemasaran berkenaan dengan upaya memuaskan dan memenuhi 
kebutuhan pelanggan. Untuk itu, pemahaman atas perilaku 
konsumen, beserta kebutuhan, keinginan beserta preferensi 
spesifik mereka merupakan kunci sukses pemasaran. 
b) Pemasaran mencakup pertukaran, dimana pemasar dan pelanggan 
saling memberikan sesuatu yang bernilai, sehingga masing-
masing pihak mendapatkan manfaat spesifik. 
c) Pemasaran membutuhkan keutusan menyangkut 4P (product, 
price, place, promotion) untuk produk fisik dan 7P (product, 
price, place, promotion, people, process, dan physical evidence) 
untuk jasa. 4P dan 7P ini dapat dikenal dengan baruan pemasaran 
(marketing mix), yakni serangkaian aktifitas terkendali yang 
digunakan perusahaan untuk merespon keinginan pasar sasaran. 
d) Pemasaran dapat dilakukan oleh indifidu maupun organisasi. 
Bentuknya bisa tiga kemungkinan: 
1. B2B (Business-to-Business), yaitu menjual produk atau jasa 
dari suatu bisnis (perusahaan, institusi atau organisasi) ke 
bisnis lainnya. 
2. B2C (Business-to-Consumer), yakni proses menjual barang 
atau jasa kepada konsumen akhir. 
                                                          





3. C2C (Consumer-to-consumer), yaitu konsumen menjual 
produk dan jasa ke konsumen lainnya, seperti yang banyak 
dijumpai disitus lelang online, seperti ebay dan kaskus. 
e) Pemasaran berlangsung dalam berbagai setting atau konteks. 
Diantaranya: perusahaan bisnis (profit oriented) dan organisasi 
nirlaba: online dan offline: barang fisik, jasa, maupun non 
traditional marketing (person, place, cause, event, dan 
organization marketing). 
f) Pemasaran membantu proses menciptakan nilai value bagi 
pelanggan. Konsep nilai mengacu pada hubungan antara manfaat 
dan biaya, atau apa yang diterima seseorang dibandingkan apa 
yang ia berikan. Sebuah produk dipersepsikan mempunyai nilai 
positif apabila manfaat yang diterima lebih besar daripada biaya 
yang dikeluarkan.82 
d. Omzet Penjualan 
Chaniago (1998) memberikan pendapat tentang omzet penjualan 
adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang didapat dari hasil penjulan 
suatu barang/jasa dalam kurun waktu tertentu. Swastha (1993) 
memberikan pengertian omzet penjualan adalah akumulasi dari 
kegiatan penjualan suatu produk barang barang dan jasa yang dihitung 
secara keseluruhan selama kurun waktu tertentu secara terus menerus 
atau dalam satu proses akuntansi. Dari definisi di atas dapat 
disimpulkan bahwa Omzet penjualan adalah keseluruhan jumlah 
penjualan barang/jasa dalam kurun waktu tertentu, yang dihitung 
berdasarkan jumlah uang yang diperoleh. 
Dalam praktek, kegiatan penjualan itu dipengaruhi oleh 
beberapa faktor sebagai berikut: (Swastha dan Irawan, 1990). 
1) Kondisi dan Kemampuan Penjual 
2) Kondisi Pasar 
3) Modal 
                                                          





4) Kondisi Organisasi Perusahaan 
5) Faktor-faktor lain, seperti: periklanan, peragaan, kampanye, 
pemberian hadiah, yang sering mempengaruhi penjualan. 
Menurut Forsyth (1990), faktor-faktor yang mempengaruhi 
turunnya penjualan meliputi: 
1) Faktor Internal 
Yaitu sebab yang terjadi karena perusahaan itu sendiri: 
a) Penurunan promosi penjualan. 
b) Penurunan komisi penjualan. 
c) Turunnya kegiatan salesman. 
d) Turunnya jumlah saluran distribusi. 
e) Pengetatan terhadap piutang yang diberikan. 
2) Faktor Eksternal 
Yaitu sebab yang terjadi karena pihak lain: 
a) Perubahan kebijakan pemerintah. 
b) Bencana alam. 
c)  Perubahan pola konsumen. 
d) Munculnya saingan baru. 
e) Munculnya pengganti. 
e. Keuntungan 
Keuntungan adalah selisih antara penerimaan total dan biaya-
biaya cost. Biaya ini dalam banyak kenyataan, dapat diklasifikasikan 
menjadi dua yaitu biaya tetap seperti sewa tanah, pembelian alat 
pertanian dan biaya tidak tetap seperti biaya yang dikeluarkan untuk 
membeli bibit, pupuk, obat-obatan, pembiayaan tenaga kerja 
(soekartawi, 2002). Keuntungan merupakan kegiatan pedagang yang 
mengurangkan beberapa biaya yang dikeluarkan dengan hasil penjualan 
yang diperoleh. Apabila hasil penjualan yang diperoleh dikurangi 
dengan biaya-biaya tersebut nilainya positif maka diperoleh keuntungan 





Rasyaf (2000) menyatakan setelah uang diterima dan dikurangi 
dengan biaya variabel, maka sisanya disebut keuntungan. Keuntungan 
adalah sejumlah uang yang diperoleh setelah semua biaya variabel 
termasuk biaya tetap operasional tertutupi. Hasil pengurangan positif 
berarti untung, hasil pengurangan negatif berarti rugi. Hasil 
pengurangan menjadi negatif bila biaya variabel terlalu besar. Mulyono 
(2000) menyatakan keuntungan margin adalah keuntungan yang 
bersifat kotor. Dari segi bisnis keuntungan ini bersifat semu karena ada 
unsur-unsur biaya yang tidak diperhitungkan, yaitu biaya tetap, 
sehingga besarnya keuntungan margin sama dengan selisih total output 
dengan dengan biaya operasional. 
Penerimaan marjinal adalah penerimaan tambahan yang 
diterima perusahaan ketika perusahaan meningkatkan output sebanyak 
satu unit tambahan. Dalam menentukan keuntungan secara ekonomi 
memerlukan sebuah fungsi, sehingga setiap pemecahan masalah 
ekonomi dapat dijabarkan dengan sistematis. Rumus sederhana diatas 
merupakan pengertian dari Total Revenue (penerimaan total) – Total 
Cost (biaya total). Hal ini tidak terlepas dari keuntungan, keuntungan 
atau laba dalam ekonomi yaitu :  
π = TR – TC 
Ket: 
π = Keuntungan 
TR = Total penerimaan 
TC = Total biaya  
f. Sumberdaya Manusia 
Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang 
sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari organisasi, baik 
institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang 





manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, 
pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu.83 
Sumber daya manusia merupakan suatu modal dasar paling 
penting utama dalam setiap organisasi. Tanpa adanya sumber daya 
manusia, dapat dipastikan roda organisasi tidak akan bergerak. 
Pentingnya sumber daya manusia bukanlah hal yang menjadi kesadaran 
baru dari manusia. Peradaban manusia berpangkal pada usaha 
mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia untuk 
memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidupnya. Manusia 
mengidentifikasi sumber daya alam dengan substansi tertentu. Akan 
tetapi, dibalik semua itu yang paling penting ialah akal budi manusia, 
kemerdekaan dan keteraturan sosial. 
Sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai indifidu yang 
merancang dan memproduksi keluaran dalam rangka pencapaian 
strategi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Tanpa 
individu yang memiliki keahlian atau kompeten, maka mustahil bagi 
organisasi untuk mencapai tujuan, sumber daya manusia inilah yang 
membuat sumber daya lainnya berjalan.84 
Menurut Hadari Nawawi (2000) dalam Sunyoto yang dimaksud 
sumber daya manusia meliputi tiga pengertian yaitu: 
1) Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja dilingkungan 
suatu organisasi, disebut juga personel, tenaga kerja, pegawai, atau 
karyawan. 
2) Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak 
organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. 
3) Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan 
berfungsi sebagai modal (non materiil)  di dalam organisasi bisnis, 
                                                          
83 H. Burhanudin yusufi,MENEJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
(JAKARTA:Rajawali press, 2015), 25 





yang dapat mewujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non 
fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.85 
Untuk memahami pengertian SDM perlu dibedakan antara 
pengertiannya secara makro dn mikro.  
1) Pengertian SDM secara Makro 
Secara makro SDM adalah semua manusia sebagai 
penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam batas wilayah 
tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang 
sudah maupun belum memperoleh pekerjaan (lapangan kerja). 
Disamping itu pengertian SDM secara makro berarti juga 
penduduk yang berada dalam usia produktif, meskipun karena 
berbagai sebab dan/atau masalah masih terdapat yang belum 
produktif karena belum memasuki lapangan kerja yang terdapat di 
masyarakatnya.86 
2) Pengertian SDM secara Mikro 
SDM dalam arti mikro secara sederhana adalah manusia 
atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi 
yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja 
dll. Sedang secara khusus SDM dalam arti mikro dilingkungan 
sebuah organisasi/perusahaan pengertiannya dapat dilihat dari 
berbagai sudut:87 
a) SDM adalah orang yang bekerja dan berfungsi sebagai aset 
organisasi/perusahaan yang dapat dihitung jumlahnya 
(kuantitatif). Dalam pengertian ini fungsi SDM tidak berbeda 
dari fungsi aset lainnya, sehingga dikelompokan dan disebut 
sebagai sarana produksi, sebagaimana sebuah mesin, komputer 
(sumberdaya teknologi), investasi, gedung, mobil dll. 
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b) SDM adalah potensi yang menjadi motor penggerak 
organisasi/perusahaan. Setiap SDM berbeda-beda potensinya, 
maka kontribusinya dalam bekerja untuk mengkongkritkan 
Rencana Operasional Bisnis menjadi kegiatan bisnis tidak 
sama satu dengan yang lain. Kontribusinya itu sesuai dengan 
ketrampilan dan keahlian masing-masing, harus dihargai antara 
lain dalam bentuk financial yang harus diberikan, yang 
berpengaruh pula pada biaya (cost) produksi, sehingga SDM 
juga bisa berfungsi sebagai investasi. 
c) Manusia sebagai sumber daya adalah mahluk hidup ciptaan 
Tuhan Yang Maha Esa, sebagai penggerak 
organisasi/perusahaan berbeda dengan sumber daya lainnya. 
Nilai-nilai kemanusiaan yang dimilikinya, mengharuskan 
sumber daya manusia diperlakukan secara berlainan dengan 
sumber daya lainya. Dalam nilai nilai kemanusiaan itu terdapat 
potensi berupa keterampilan  dan keahlian dan kepribadian 
termasuk harga diri, sikap, motivasi, kebutuhan dll yang 
diharuskan melakukan perencanaan SDM, agar SDM yang 
dipekerjakan sesuai dengan kebutuhan organisasi/perusahaan. 
Berdasarkan ketiga pengertian SDM secara mikro diatas, 
berarti sukses organisasi/perusahaan dalam mencapai tujuannya 
tidak sekedar ditentukan oleh jumlah SDM yang dipekerjakannya, 
tetapi sangat dipengaruhi oleh kualitas dan sifat kompetitifnya. 
Oleh karena itulah dapat disimpulkan bahwa eksistensi sebuah 
organisasi/perusahaan tidak dapat lebih baik dari kualitas SDM 
yang dimilikinya. Dengan kata lain eksistensi sebuah 
organisasi/perusahaan tidak dapat melebihi potensi yang dimiliki 
SDM yang dipekerjakannya. 88  
Secara garis besar, pengertian Sumber Daya Manusia adalah 
individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi 
                                                          





maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan 











PEMBIAYAAN KUR DI BRI SYARIAH CABANG KUDUS 
 
A. Pembiayaan KUR BRI Syariah 
Seperti yang diketahu bahwa KUR adalah pembiayaan modal kerja 
dan/atau investasi kepada nasabah individu atau perseorangan, badan usaha 
dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki 
agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Munculnya BRI 
Syariah sebagai salah satu penyalur KUR di Indonesia tentu saja memberikan 
warna baru bagi masyarakat Indonesia dalam memilih layanan pinjaman 
KUR dari pemeritah.90 
Perlu diketahui bahwa berbeda dengan BRI konvensional yang 
menyalurkan produk KUR Mikro, Ritel dan TKI, BRI Syariah hanya 
menyalurkan produk KUR mikro saja dimana platfon maksimal yang dapat 
diberikan adalah sampai 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Perbedaan lagi 
antara KUR yang disalurkan secara konvensional dengan syariah terdapat 
pada skema pembiayaan, yaitu apabila konvensional menggunakan akad 
kredit pinjaman utang piutang, sedangkan pembiayaan mikro BRI Syariah 
menggunakan dua akad. Yaitu Murabahah dan Wakalah. Murabahah adalah 
akad atas transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang 
ditambah dengan margin yang telah disepakati oleh Bank dengan Nasabah 
dengan ketentuan bank menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan 
kepada nasabah dan Wakalah adalah akad pemberian kuasa dari Bank kepada 
Nasabah selaku penerima kuasa untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum 
untuk dan atas nama bank. Berbeda dengan lembaga keuangan lain yang 
menyalurkan KUR secara konvensional dengan bunga 7% per tahun, BRI 
Syariah menggunakan akad murabahah yaitu jual beli yang dilakukan antara 
bank syariah dan nasabah dengan menggnakan sistem margin atau imbalan 
bagi hasil dan lainnya yang ditetapkan dalam rangka pemberian KUR Syariah 
                                                          




yang apabila disetara dalam satu tahun besarannya sama dengan yang 
ditetapkan oleh pemerintah 7% per tahun.91 
BRI Syariah sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip 
syariah dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan dibidang jasa keuangan ditunjuk untuk menyalurkan 
dana KUR kepada individu/perseorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam 
kelompok usaha atau badan usaha yang melakukan usaha produktif dan layak 
untuk di biayai oleh BRI Syariah. Kelompok usaha yang dimaksud adalah 
kumpulan pelaku usaha yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, 
kondisi lingkungan, dan/atau keakraban untuk meningkatkan dan 
mengembangkan usaha anggota. Selain menyalurkan KUR, BRI Syariah 
bekerja sama dengan perusahaan penjaminan dan perusahaan lain yang 
ditunjuk untuk memberikan penjaminan atas risiko kerugian yang timbul dari 
adanya ketidakpastian atas pelunasan pembiayaan oleh nasabah.92 
 
B. Tujuan Pembiayaan KUR BRI Syariah 
Kredit Usaha Rakyat di BRI Syariah ditujukan untuk menyediakan 
pembiayaan modal kerjan dan investasi dengan tujuan untuk: 
1. Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif 
2. Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah. 
3. Mendoroong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. 
Pembiayaan ini diperuntukkan kepada sektor produktif yang 
menghasilkan barang dan jasa untuk memberikan nilai tambahan dan 
meningkatkan pendapatan bagi nasabah. Yang dimaksut dengan sektor 
produktif disini adalah UMKM yang memiliki surat izin Usaha Mikro dan 
Kecil (UMK) yang diterbitkan oleh pemerintah setempat atau surat izin 
lainnya yang dapat di persamakan dengan UMK sesuai jenis usaha nasabah. 
Selain itu, sektor produktif ini juga harus layak dan dinilai mampu membayar 
margin dan mengembalikan kewajiban pokok pembiayaan dan atau 
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pembiayaan lainnya dalam jangka waktu yang disepakati antara bank dengan 
nasabah dan memberikan sisa keuntugan untuk mengembangkan usahanya.93 
Sektor produktif sebagaimana dimaksud diatas yang dapat dibiayai 
adalah: 
1. Sektor pertanian 
Yaitu seluruh usaha di sektor pertanian termasuk tanaman pangan, 
tanaman holtikultura, perkebunan, dan peternakan. 
2. Sektor perikanan dan kelautan 
Yaitu seluruh usaha di sektor perikanan termasuk penangkapan dan 
pembudidayaan ikan. 
3. Sektor industri pengolahan 
Yaitu seluruh usaha di sektor pengolahan termasuk industri kreatif 
dibidang periklnan, fesyen, film, animasi, vidio, dan alat mesin pendukung 
kegiatan ketahanan pangan. 
4. Sektor konstruksi 
Yaitu seluruh usaha di sektor konstruksi termsuk konstruksi perumahan, 
konstruksi gedung, bangunan perairan, dll. 
5. Sektor perdagangan  
Yaitu seluruh usaha di sektor perdgangan termasuk kuliner dan pedagang 
eceran. 
6. Sektor jasa-jasa produksi 
Yaitu seluruh usaha sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan 
makanan, sektor transportasi – pergudangan – dan komunikasi, sektor real 
estate – usaha persewaan – jasa perusahaan, sektor jasa pendidikan, sektor 
jasa kesehatan dan kegiatan sosial sektor jasa kemasyarakatan – sosisal 
budaya – hiburan – perorangan lainnya. 
7. Jenis usaha yang tidak masuk dalam negative list sesuai ketentuan di BRI 
Syariah.94 
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Untuk BI Checking calon nasabah yang akan mengajukan 
pembiayaan harus dengan track record kolektibilitas lancar  dan tidak 
terdaftar dalam DHN BI. 
Pembiayaan ini diberikan kepada calon nasabah dengan rentang umur 
minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 
18 tahun. Maksimal 65 tahun pada masa akhir jangka waktu pembiayaan. 
Adapun kriteria calon penerima KUR BRI Syariah adalah sebagai berikut: 
1. Penerima pembiayaan adalah individu/perseorangan yang melakukan 
usaha produktif dan layak yang terdiri dari: 
a. Usaha mikro, kecil dan menengah. 
b. Anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap 
atau bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia. 
c. Tenaga kerja Indonesia yang purna bekerja diluar negri. 
d. Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. 
e. Kelompok usaha seperti kelompok usaha bersama (KUBE). Gabungan 
kelompok tani dan nelayan (Gapoktan), dan kelompok usaha lainnya. 
2. Calon penerima KUR harus mempunyai usaha produktif dan layak yang 
telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan. 
3. Radius calon nasabah pembiayaan adalah 5 KM dari Outlet BRI Syariah. 
Jika diatas 5 KM sesuai ketentuan pembiayan yang berlaku di P3 Mikro 
beserta perubahan – perubahannya atau cari titik yang ditentukan sebagai 
zona penjualan yang tercantum pada analisa pasar.95 
4. Calon penerima KUR yang berupa kelompok usaha wajib melengkapi 
persyaratan: 
a. Pengajuan pembiayaan dilakukan dengan mekanisme kelompok, 
dengan besaran plafon berdasarkan masing-masing anggota. 
b. Terdiri atas seluruh anggota yang memiliki usaha produktif dan layak 
atau diperbolehkan beberapa anggota merupakan pelaku usaha pemula. 
c. Dalam hal anggota kelompok usaha terdapat pelaku usaha pemula maka 
harus memiliki surat rekomendasi pengajuan pembiayaan dari ketua 
                                                          




kelompok usaha dan telah memiliki pengalaman minimal 3 bulan di 
bidang yang sama. 
d. Kegiatan usaha dapat dilakukan secara mandiri dan/atau bekerja sama 
dengan mitra usaha. 
e. Kegiatan kelompok usaha dilaksanakan untuk meningkatkan dan 
mengembangkan usaha anggotanya. 
f. Kelompok usaha telah memiliki surat keterangan kelompok usaha yang 
diterbitkan oleh dinas/instansi terkait. 
g. Pengajuan permohonan pembiayaan dilakukan oleh kelompok usaha 
melalui ketua kelompok usaha dengan jumlah pengajuan berdasarkan 
plafon pembiayaan yang diajukan oleh masing-masing anggota usaha. 
h. Perjanjian pembiayaan untuk kelompok usaha dilakukan oleh masing-
masing individu anggota kelompok usaha dengan penyalur KUR. 
i. Dalam hal hasil analisa atas pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh 
kelompok usaha membutuhkan agunan tambahan maka kelompok 
usaha dapat memberikan angsuran tambahan kolektif yang bersumber 
dari aset usaha kelompok itu sendiri atau aset dari sebagian anggota 
kelompok usaha yang dapat di pertanggung jawabkan melalui 
mekanisme tanggung renteng. 
j. Jika terdapat kegagalan pembayaran angsuran pembiayaan maka ketua 
kelompok usaha mengoordinir pelaksanaan mekanisme tanggung 
renteng antar anggota kelompok usaha.96  
 
C. Konsep Penyaluran KUR BRI Syariah 
Dalam menyalurkan progam KUR, BRI Syariah memiliki beberapa 
proses yang harus dilakukan dari mulai penawaran sampai dengan pencairan 
KUR kepada nasabah, antaralain dari proses penyaluran KUR, 
Restrukturisasi, percepatan kolektibilitas, Penghapusbukuan, Recovery, dan 
                                                          




pemeliharaan pasca KUR BRI Syariah.97  Berikut adalah proses penyaluran 
yang dilakukan oleh BRI Syariah: 
1. Proses pemberian pembiayaan KUR Kecil iB 
a. Proses Inisiasi 
1) Account Officer Mikro (AOM) memasarkan KUR Kecil iB dengan 
skema murabahah. 
2) Nasabah wajib melengkapi semua dokumen sebagai persyaratan 
KUR Kecil iB, tidak diperkenankan adanya berkas TBO 
3) AOM memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen persyaratan 
pembiayaan serta mengadministrasikan. 
4) AOM melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan dan verifikasi 
dokumen, dengan cara: 
a) Financing Checking, untuk mendapatkan informasi serta 
konfirmasi tentang keadaan nasabah yang berkaitan dalam 
hubungannya dengan Bank, termasuk fasilitas pembiayaan, 
kolektibilitas dll. 
b) Verifikasi/survei, upaya dalam menguji validitas informasi serta 
semua dokumen yang disajikan oleh nasabah dan mewawancarai 
nasabah untuk memastikan kapasitas dan kapabilitas nasabah. 
Survei (on the spot) ke tempat domisili/usaha nasabah wajib 
dilakukan untuk fasilitas pembiayaan. 
5) Jika calon nasabah masih memiliki Baki Debet pembiayaan 
produktif dan pembiayaan diluar progam KUR yang tercatat dalam 
SUK atau SKP (sistem informasi kredit program) tetapi yang 
bersangkutan sudah melunasi pembiayaan maka diperlukan surat 
keterangan lunas/roya dengan lampiran cetakan rekening koran dari 
Bank pemberi pembiayaan sebelumnya. 
6) Jika pada saat inisiasi pembiayaan KUR Kecil iB nasabah terbukti 
tidak memiliki pembiayaan produktif atau KUR di lembaga 
keuangan lainnya, nasabah tetap wajib mengisi formulir pernyataan 
                                                          




tentang fasilitas KUR (nasabah diminta untuk melengkapi dokumen 
persyaratan KUR Kecil iB). 
b. Proses Analisis Pembiayaan 
AOM melakukan wawancara/interview singkat dengan 
menganalisa: 
1) Kebenaran dokumen administrasi nasabah. 
2) Kelayakan dari prospek usaha. 
3) Alamat dan kondisi tempat usaha dan atau tempat tinggal. 
4) Kebutuhan usaha. 
5) Karakter nasabah. 
6) Mengetahui kemampuan dan sumber pembiayaan kembali dari 
nasabah. 
c. proses persetujun pembiayaan dan penandatanganan akad pembiayaan 
1) Putusan pembiayaan KUR Kecil iB sesuai ketentuan BWPP yang 
berlaku di BRI Syariah. 
2) UH wajib memberikan rekomendasi atas pembiayaan yang akan 
diberikan kepada nasabah. 
3) AOM menyerahkan seluruh berkas dan dokumen pembiayaan 
nasabah kepada Unit Head untuk dilakukan verifikasi kelengkapan 
dan keabsahan berkas/dokumen pembiayaan.98 
2. Restrukturisasi 
Restrukturisasi diperkenankan untuk pembiayaan KUR Kecil yang 
bermasalah dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Jangka waktu restrukturisasi pembiayaan KUR untuk tujuan modal 
kerja adalah maksimal 5 tahun terhitung sejak tanggal pembiayaan 
awal/tanggal akad pembiayaan. 
b. Jangka waktu restrukturisasi pembiayaan KUR untuk investasi adalah 
maksimal 7 tahun terhitung sejak tanggal pembiayaan awal tanggal 
akad pembiayaan. 
c. Ketentuan lain mengenai restruktur disesuaikan dengan: 
                                                          




1) Peraturan mentri koordinator bidang perekonomian Republik 
Indonesia selaku ketua komite kebijakan pembiayaan bagi usaha 
mikro, kecil dan menengah nomor 11 tahun 2017 tentang pedoman 
pelaksanaan KUR pada tanggal 15 Desember 2017 beserta 
perubahan-perubahannya dan mengacu pada surat edaran perihal 
restrukturisasi yang berlaku di BRI Syariah serta perubahan-
perubahannya. 
2) Ketentuan restrukturisasi di Bank BRI Syariah. 
d. Unit Head wajib melakukan verifikasi administrasi dan analisis 
kelayakan pembiayaan masalah KUR Kecil iB, kemudian Unit Head 
melakukan rekomendasi pembiayaan. 
e. Hasil komite pembiayaan 
1) Jika nasabah tidak memenuhi persyaratan pembiayaan dan tidak 
layak, maka BRI Syariah memberikan surat penolakan 
pembiayaan. 
2) Nasabah yang memenuhi persyaratan  dan layak menerima KUR 
Kecil iB, maka AOM menyerahkan surat persetujuan pemberian 
pembiayaan (SP3) jika calon nasabah setuju, maka SP3 wajib 
ditandatangani oleh nasabah. 
f. AOM mempersiapkan dokumen untuk pengikatan pembiayaan dengan 
akad murabahah. 
g. Nasabah beserta pasangan (suami/istri) menandatangani surat 
pengakuan hutang (SPH) pada saat menandatangani akad pembiayaan 
sesuai lampiran 3. 
h. Hal Lain yang menyangkut tentang peandatanganan akad pembiayaan 
tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku di BRI Syariah. 
i. Setelah nasabah menandatangani akad pembiayaan, kemudian AOM 
membuat dan menandatangani intruksi realisasi pencairan (IRP) 





j. Aplikasi pembiayaan KUR tidak boleh diproses secara manual 
menggunakan FAS, wajib diinput menggunakan aplikasi sistem 
(APEL). Bagi unit kerja yang sudah melakukan pencairan sentralisasi 
melalui ADP kantor pusat tetap dilakukan melalui kantor pusat.99 
3. Percepatan kolektibilitas, Penghapusbukuan, Recovery (Subrogasi) 
a. Percepatan kolektibilitas 
Khusus untuk pembiayaan KUR iB perlakuan percepatan 
kolektibilitas dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang berpotensi 
menjadi bermasalah disebabkan karena faktor-faktor diluar kendali 
Bank (risiko bisnis), dengan pembatalan kriteria: 
1) Nasabah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, 
disertai surat keterangan dari kelurahan/kepala desa setempat. 
2) Usaha nasabah tidak ada lagi. 
b. Penghapusbukuan 
Penyelesaian dana hasil klaim dilakukan dengan cara 
penghapusbukuan yang dilakukan oleh kantor pusat. Adapun syaratnya 
sebagai berikut: 
1) Telah diajukan klaim dan klaim wanprestasi telah disetujui oleh 
pihak penjaminan pembiayaan serta dana hasil klaim telah diterima 
oleh BRI Syariah. 
2) Kualitas pembiayaan dalam kategori macet, apabila kualitas 
pembiayaan belum masuk dalam kategori macet maka harus 
dilakukan adjustmen dari kualitas pembiayaan semula menjadi macet 
tanpa harus menunggu umur tunggakan yang seharusnya sesuai 
dengan ketentuan yang ada di BRI Syariah. 
3) CKPN telah dibentuk sebesar 100% 
4) Besarnya hapus buku 100% dari sisa pokok pembiayaan 
5) Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian asset produktif 
(partial write off) 
                                                          




6) Hapus buku dapat dilakukan jika bank telah melakukan berbagai 
upaya untuk memperoleh kembali asset produktif yang diberikan dan 
bank wajib mendokumentasikan mengenai upaya yang telah 
dilakukan tersebut. 
7) Dana hasil klaim dibukukan sebagai pendapatan klaim (tidak diakui 
sebagai angsuran pembiayaan). 
8) Harus dilakukan register KUR Kecil iB yang telah dihapus buku. 
9) KUR Center akan melakukan dan mantain pencatatan daftar 
pembiayaan KUR Kecil iB yang telah dihapus buku secara berkala 
(minimal sekali setiap bulannya) dan mencocokan pencatatan 
tersebut dengan saldo pembiayaan KUR hapus buku di system. 
10) Tetap memerhatikan prinsip syariah100 
c. Recovery / Subrogasi 
Pembukuan dana hasil penagihan (recovery/subrogasi) atas 
pembayaran pembiayaan KUR kecil iB yang sudah dihapus buku 
mengacu pada surat edaran perihal hapus buku atau surat edaran lain 
yang mengatur mengenai recovery/subrogasi yang berlaku di BRI 
Syariah beserta perubahan-perubahannya. 
4. Pemeliharaan pembiayaan pasca pencairan KUR Kecil iB 
a. Proses pemelihaaan Account yang dilakukan oleh AOM 
1) Melakukan monitoring pasca pencairan. 
2) Mengumpulkan bukti Murabahah. 
3) Monitoring usaha Nasabah. 
4) Membantu KUR Center dalam proses pengajuan pengcoveran dan 
klaim penjaminan pembiayaan. 
5) Melakukan kunjungan ke nasabah paling lambat 3 hari setelah 
pencairan untuk memastikan penggunaan dana pembiayaan sesuai 
tujuan (dibuktikan dengan laporan kunjungan). 
6) Maintenance pembayaran angsuran nasabah. 
                                                          




7) Melakukan penagihan kepada nasabah dengan pembiayaan 
bermasalah sampai dengan DPD 90 hari.101 
b. Proses pemeliharaan Account yang dilakukan oleh UH (Unit Head) 
1) Wajib memastikan tujuan pembiayaan sesuai dengan besaran 
pembiayaan yang diminta. 
2) Melakukan kunjungan ke nasabah setelah pencairan dilakukan untuk 
memastikan penggunaan dana pembiayaan sesuai tujuan (dibuktikan 
dengan laporan kunjungan). 
3) Monitoring pembayaran angsuran pembiayaan KUR Kecil iB. 
4) Monitoring kualitas portofolio pembiayaan KUR Kecil iB pada 
seluruh UMS yang dipimpinnya. 
c. Proses pemeliharaan Account yang dilakukan oleh 
MMM/Pincapem/PINCA 
1) Melakukan kunjungan ke nasabah setelah pencairan dilakukan untuk 
memastikan penggunaan dana sesuai tujuan (dibuktikan dengan 
laporan kunjungan UH) 
2) Monitoring penyaluran KUR Kecil iB agar tepat sasaran dan tidak 
melebihi kuota yang telah ditentukan. 
3) Monitoring komposisi sektor ekonomi dan penyaluran pembiayaan 
KUR Kecil iB agar tetap sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh 
kantor pusat. 
4) Monitoring kualitas portofolio pembiayaan KUR Kecil pada seluruh 
UMS yang dibawah supervisinya agar sesuai target yang ditentukan. 
d. Proses pemeliharaan Account yang dilakukan oleh Collection officer 
1) Melakukan penagihan ke nasabah dengan pembiayaan bermasalah 
dengan DPD > 90 hari. 




                                                          




e. Penambahan fasilitas  
1) Penambahan fasilitas dilakukan dengan cara akad baru atas fasilitas 
baru dan menjadi account baru/tambahan dengan total eksposure 
maksimal Rp 500 juta. 
2) Tidak diperkenankan melakukan penambahan fasilitas untuk 
melunasi fasilitas pembiayaan KUR Kecil iB dan/atau KUR Mikro 
iB sebelumnya. 
f. Monitoring Recovery 
1) Terhadap nasabah yang telah dilakukan hapus buku tetap dilakukan 
penagihan sebesar sisa nilai kewajiban pada saat klaim penjaminan 
dilakukan. 
2) Hasil penagihan nasabah recovery wajib dibuat setiap akhir bulan 
dan dilaporkan kepada KUR Center.102 
 
D. PERAN PEMBIAYAAN KUR TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM 
MASYARAKAT MUSLIM DI KABUPATEN KUDUS 
UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. 
Diakui, bahwa usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran 
yang sangat penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi 
dinegara maju maupun berkembang. Hal tersebut dikarenakan banyaknya 
UMKM yang tersebar sehingga menyumbang banyak lapangan pekerjaan di 
negara tersebut dibandingkan dengan industri besar.103 Survei BPS 2003 dan 
2005 terhadap UMKM menunjukkan permasalahan-permasalahan klasik 
seperti keterbatasan modal dan pemasaran. Peran Bank dan lembaga 
keuangan lainnya sangat penting untuk membantu para pelaku usaha mikro 
yang kesulitan dalam pengadaan modal. Pada tanggal 5 November 2007, 
Presiden meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan fasilitas 
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penjaminan kredit dari Pemerintah yang bertujuan untuk pemberdayaan 
Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) 
Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit 
atau pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam 
bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas 
penjaminan untuk usaha produktif. Salah satu penyalur KUR adalah BRI 
Syariah Cabang Kudus dengan produknya KUR Kecil iB. Perlu diketahui 
bahwa BRI Syariah hanya menyalurkan produk KUR mikro saja dimana 
platfon maksimal yang dapat diberikan adalah sampai 200.000.000 (dua ratus 
juta rupiah) dengan menggunakan akad murabahah bil wakalah dengan 
margin 7% per tahunnya. 
BRI Syariah Cabang Kudus secara konsisten menyalurkan KUR dari 
tahun 2016 hingga sekarang. Berikut adalah tabel daftar nasabah KUR BRI 
Syariah Cabang Kudus yang dijadikan informan oleh penulis: 
Tabel 3.1 
Data Informan Nasabah KUR BRI Syariah Cabang Kudus 
No Nama Alamat Pendidikan Jenis Usaha Jumlah 
Pinjaman 
1 Hj Rukaya Kaliputu 

























4 Siti Umayani Gulang 
Mejobo 
Kudus 
SLTA Konveksi 10.000.000 
5 Viesna Jepang 
Pakis 
Kudus 
Sarjana Konveksi 25.000.000 
Sumber: data Informan Nasabah KUR BRI Syariah cabang Kudus yang sudah diolah 
 
Dari seluruh nasabah KUR BRI Syariah, penulis mengambil lima 
orang nasabah KUR BRI Syariah sebagai informan penelitian. Mereka 
diantaranya adalah tiga orang pemilik usaha toko dan dua orang pemilik 
usaha konveksi. Masing-masing menerima pinjaman yang bervriasi dari 
10.000.000 sampai 150.000.000. Penulis akan membandingkan perbedaan 
keadaan UMKM dari sebelum mendapat KUR dan setelah mendapatkan dana 
KUR. Yaitu dengan melihat beberapa aspek. Yaitu: modal, omzet penjualan, 
keuntungan, jumlah jam kerja. 
Adapun perbedaan keadaan UMKM sebelum dan sesudah menerima 
KUR BRI Syariah Cabang Kudus adalah sebagai berikut: 
1. Keadaan UMKM sebelum menerima KUR BRI Syariah 
Sebelum menerima KUR BRI Syariah, rata-rata informan mengaku 
bahwa masih tergantung pada modal sendiri, kecuali Ibu Viesna yang 
sebelumnya sudah pernah menerima kridit lain. Namun demikian semua 
informan mengaku bahwa dengan modal sendiri, mereka akan sulit untuk 
mengembangkan usaha masing-masing dikarenakan modal sendiri yang 
sangat terbatas. Maka sangat diharapkan modal tambahan untuk membantu 
mengembangkan usaha mereka masing-masing. Berikut adalah tabel 3.2 





Keadaan UMKM sebelum menerima KUR BRI Syariah 
Sumber: data Informan Nasabah KUR BRI Syariah cabang Kudus yang sudah diolah 
 
2. Keadaan UMKM sesudah menerima KUR BRI Syariah 
Keuntungan menggunakan modal pinjaman adalah tidak terbatas, 
artinya tersedia dalam jumlah banyak. Disamping itu, dengan 
menggunakan modal pinjaman bisa menimbulkan motifasi untuk 
mengerjakan usaha secara sungguh-sungguh.104 Hal ini yang menjadi 
pengaruh pada perkembangan UMKM. Berikut adalah tabel 3.3 keadaan 
UMKM sesudah menerima KUR BRI Syariah. 
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1 Hj Rukaya 500.000.000 120.000.000 10.000.000 7 Jam 
2 Sunarto 12.000.000 60.000.000 4.000.000 15 Jam 
3 Ahmad Syaroni 10.000.000 1.200.000 900.000 6 Jam 
4 Siti Umayani 4.000.000 6.000.000 3.000.000 36 Jam 





Keadaan UMKM sesudah menerima KUR BRI Syariah. 
Sumber: data Informan Nasabah KUR BRI Syariah cabang Kudus yang sudah diolah 
Pada tabel 3.3 ditas setelah menerima KUR BRI Syariah, semu 
variabel UMKM mengalami kenaikan, hanya saja di variabel jumlah jam 
kerja ada beberapa UMKM yang tidak mengalami kenaikan jumlah jam 















1 Hj Rukaya 700.000.000 170.000.000 15.000.000 8 Jam 
2 Sunarto 40.000.000 75.000.000 7.500.000 16 Jam 
3 Ahmad Syaroni 35.000.000 4.500.000 1.500.000 6 Jam 
4 Siti Umayani 30.000.000 10.000.000 6.000.000 64 Jam 
5 Viesna 35.000.000 25.000.000 7.000.000 32 Jam 
 67 
BAB IV 
ANALISIS PERAN PEMBIAYAAN KUR TERHADAP 
PERKEMBANGAN UMKM MASYARAKAT MMUSLIM DI 
KABUPATEN KUDUS 
 
A. Pelaksanaan pembiayaan KUR BRI Syariah cabang Kudus 
1. Konsep Penyaluran KUR BRI Syariah 
Dalam menyalurrkan progam KUR, BRI Syariah memiliki 
beberapa proses yang harus dilakukan dari mulai penawaran sampai 
dengan pencairan KUR kepada nasabah. Tahapan-tahapan yang akan 
dilakukan antaralain adalah: 
a) Proses Inisiasi 
Didalam proses Inisiasi ada beberapa proses yang dilalui. Yaitu 
diawali dengan Account Officer Mikro (AOM) yang memasarkan KUR 
Kecil iB dengan skema murabahah. Kepada calon nasabah, kemudan 
setelah itu Nasabah wajib melengkapi semua dokumen sebagai 
persyaratan KUR Kecil iB. Setelah memeriksa kelengkapan dokumen 
persyaratan pembiayaan, AOM mengevaluasi kelayakan pembiayaan 
dan memverifikasi dokumen dengan cara Financing Checking dan 
Survei. 
b) Analisis pembiayaan 
Dalam tahapan ini AOM melakukan wawancara/interview 
singkat kepada nasabah KUR dengan menganalisa Kebenaran dokumen 
administrasi nasabah, Kelayakan dari prospek usaha, Alamat dan 
kondisi tempat usaha dan atau tempat tinggal, Kebutuhan usaha, 
Karakter nasabah, Mengetahui kemampuan dan sumber pembiayaan 
kembali dari nasabah. 
c) Proses persetujun pembiayaan dan penandatanganan akad pembiayaan 
Ini adalah tahap terahir dalam proses pemberian pembiayaan 
KUR Kecil iB, yaitu penyerahkan seluruh berkas dan dokumen 





kelengkapan dan keabsahan berkas/dokumen pembiayaan. UH Unit 
Head memberikan keputusan atau rekomendasi kepada nasabah atas 
pembiayaan yang akan diberikan kepadanya dengan pedoman sesuai 
ketentuan BWPP yang berlaku di BRI Syariah. 
Setelah pencairan dana KUR ada tahapan selanjutnya yang disebut 
pasca akad. Antara lain yaitu Restrukturisasi, percepatan kolektibilitas, 
Penghapusbukuan, Recovery, dan pemeliharaan pasca KUR BRI Syariah. 
 
B. Perkembangan UMKM penerima dana KUR 
UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor 
ekonomi.105 Sebagai ujung tombak perekonomian negara, UMKM memiliki 
segudang permasalahan. Survei BPS 2003 dan 2005 terhadap UMKM 
menunjukkan permasalahan permasalahan klasik seperti keterbatasan modal. 
BRI Syariah hadir sebagai salah satu penyalur program pemerintah dibidang 
permodalan UMKM yaitu KUR (Kridit Usaha Rakyat) sebagai salah satu 
solusi masalah permodalan UMKM. 
Kabupaten Kudus memiliki potensi perkembangan UMKM yang 
sangat besar, maka sangat diperlukan bantuan dana KUR untuk para pelaku 
usaha dengan harapan dapat membantu mengembangkan kinerja UMKM dan 
meningkatkan unit usaha UMKM di Kabupaten Kudus. Salah satu penyalur 
dana KUR di Kabupaten Kudus adalah Bank BRI Syariah Cabang Kudus, 
mereka menyalurkan dana KUR sejak tahun 2016 dan memiliki berbagai 
macam UMKM sebagai nasabahnya. Berikut ini adalah perbedaan UMKM 
sebelum dan sesudah menggunaan dana KUR dari Bank BRI Syariah Cabang 
Kudus, antara lain : 
1. Modal 
Untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha diperlukan 
sejumlah modal dan tenaga. Modal dalam bentuk uang diperlukan untuk 
membiayai segala keperluan usaha. Sementara itu, modal keahlian adalah 
                                                          





keahlian dan kemampuan seseorang untuk menjalankan atau mengelola 
suatu usaha. Besarnya modal yang diperlukan tergantung dari jenis usaha 
yang akan digarap. Seperti yang diungkapkan oleh informan Ibu Siti 
Kumayani, beliau mengatakan sangat membutuhkan tambahan modal 
ketika mendapat pesanan konveksi yang sangat banyak. Maka beliau 
mengambil tambahan modal dari pinjaman KUR BRI Syariah.106 
 
Tabel 4.1 
Data Informan Nasabah KUR BRI Syariah Cabang Kudus 
Modal Usaha 
No Nama 






1 Hj Rukaya 500.000.000 150.000.000 700.000.000 
2 Sunarto 12.000.000 25.000.000 40.000.000 
3 Ahmad Syaroni 10.000.000 20.000.000 35.000.000 
4 Siti Umayani 4.000.000 10.000.000 30.000.000 
5 Viesna 5.000.000 25.000.000 35.000.000 
Sumber: data Informan Nasabah KUR BRI Syariah cabang Kudus yang sudah diolah 
Tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa seluruh modal UMKM 
nasabah KUR meningkat setelah mendapatkan dana KUR. Hal ini 
menunjukan bahwa dana KUR berpengaruh secara positif terhadap 
perkembangan modal UMKM dilihat dari modal awal yang ditambah 
dengan jumlah pinjaman dana KUR dan perkembangan modal setelah 
mendapat dana KUR selalu mengalami kenaikan. 
                                                          





Sebagai contoh Ibu Hj Rukayah, modal beliau naik dari 
500.000.000 menjadi 700.000.000 setelah menerima KUR BRI Syariah. 
Sebagai pedagang sembako saat diwawancara beliau menyatakan bahwa 
dana KUR sangat membantu mengatasi masalah permodalan pada 
tokonya, dikarenakan sebuah toko sembako perputaran modalnya sangat 
cepat di setiap harinya dan sering kali pelanggan membayar belanjaannya 
dengan tempo waktu, sehingga piutang toko Ibu Hj Rukayah juga banyak. 
Maka untuk mengatasi masalah tersebut beliau menggunakan dana KUR 
sebagai tambahan modal untuk kulakan apabila stok barang dagangan di 
tokonya habis sedangkan toko beliau masih memiliki piutang kepada 
pelanggan yang belum dibayar.107 
Penulis berpendapat bahwa kasus tersebut sesuai dengan prinsip 
permodalan. Dilihat dari sumber modalnya bahwa UMKM menggunakan 
modal asing atau pinnjaman pihak ketiga. Modal asing atau modal 
pinjaman adalah modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan 
biasanya diperoleh dari pinjaman. Pengguanaan modal pinjaman 
digunakan untuk membiayai suatu usaha akan menimbulkan beban biaya 
bunga, administrasi, serta biaya provisi dan komisi yang besarnya relatif. 
Penggunaan modal pinjaman mewajibkan pengembalian pinjaman setelah 
jangka waktu tertentu. Keuntungan menggunakan modal pinjaman adalah 
tidak terbatas, artinya tersedia dalam jumlah banyak. Disamping itu, 
dengan menggunakan modal pinjaman bisa menimbulkan motifasi untuk 
mengerjakan usaha secara sungguh-sungguh.108 Hal ini seperti yang 
diungkapkan oleh informan Ibu Viesna pemilik usaha konveksi 
mengatakan, bahwa dengan adanya pinjaman modal KUR BRI Syariah 
dapat mendatangkan dampak positif bagi usahanya. Yaitu beliau bisa 
mendapatkan motifasi untuk sungguh-sungguh dalam berusaha karena ada 
beban pinjaman KUR BRI Syariah yang harus beliau bayar setiap 
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bulannya.109 Ini berdampak pada meningkatnya produksi dan penjualan 
produk. 
2. Omzet penjualan 
Omzet penjualan adalah akumulasi dari kegiatan penjualan suatu 
produk barang barang dan jasa yang dihitung secara keseluruhan selama 
kurun waktu tertentu secara terus menerus atau dalam satu proses 
akuntansi. Omzet penjualan adalah total penerimaan produsen dari hasil 
penjualan produksinya Output. Sehingga Dari definisi di atas dapat 
disimpulkan bahwa penerimaan total adalah jumlah produksi yang terjual 
dikalikan harga jual produk.110  
TR = Pq x Q 
 
Tabel 4.2 
Data Informan Nasabah KUR BRI Syariah Cabang Kudus 
Omzet Penjualan 
No Nama 
Omzet Penjualan / Bulan 
Sebelum KUR Setelah KUR 
1 Hj Rukaya 120.000.000 170.000.000 
2 Sunarto 60.000.000 75.000.000 
3 Ahmad Syaroni 2.100.000 4.500.000 
4 Siti Umayani 6.000.000 10.000.000 
5 Viesna 18.000.000 25.000.000 
Sumber: data Informan Nasabah KUR BRI Syariah cabang Kudus yang sudah diolah 
Dari data omzet penjualan pada tabel 4.2 diatas menunjukkan 
bahwa omzet penjualan mengalami kenaikan secara signifikan setelah 
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mendapatkan KUR BRI Syariah. Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan 
yang signifikan terhadap omzet penjualan pada UMKM di Kabupaten 
Kudus sebelum dan setelah menggunakan KUR BRI Syariah. Faktor 
modal yang bertambah setelah mendapat KUR BRI Syariah sangat 
berpengaruh pada omzet penjualan yang juga ikut bertambah. Dalam 
praktek, kegiatan penjualan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai 
berikut salah satunya adalah penambahan modal (Swastha dan Irawan, 
1990). 
Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sunarto pemilik konter HP 
& Asesoris. Beliau mengatakan setelah mendapat KUR BRI Syariah 
terjadi peningkatan modal di tokonya, sehingga bisa menambah stok 
barang dagangan ditokonya dan menyediakan barang yang sangat 
beragam.111 Hal ini yang mempengaruhi omzet penjualan yang meningkat 
dari 60.000.000 sampai 75.000.000. Begitu juga Ibu Siti Umayani dan Ibu 
Viesna pemilik usaha konveksi, omzet penjualan mereka juga meningkat 
setelah mendapatkan tambahan modal dari KUR BRI Syariah. 
Penulis berpendapat bahwa peningkatan omzet penjualan 
dipengaruhi oleh peningkatan modal setelah mendapatkan dana KUR BRI 
Syariah. Semakin tinggi modal UMKM maka dapat dikatakan semakin 
besar juga omzet penjualan UMKM 
3. Keuntungan 
Keuntungan merupakan kegiatan pedagang yang mengurangkan 
beberapa biaya yang dikeluarkan dengan hasil penjualan yang diperoleh. 
Apabila hasil penjualan yang diperoleh dikurangi dengan biaya-biaya 
tersebut nilainya positif maka diperoleh keuntungan (laba). Hasil 
pengurangan negatif berarti rugi. Hasil pengurangan menjadi negatif bila 
biaya variabel terlalu besar.112 
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π = TR – TC 
Ket: 
π = Keuntungan 
TR = Total penerimaan 
TC = Total biaya . 
 
Tabel 4.3 
Data Informan Nasabah KUR BRI Syariah Cabang Kudus 
Keuntungan 
No Nama 
Keuntungan / Bulan 
Sebelum KUR Sesudah KUR 
1 Hj Rukaya 10.000.000 15.000.000 
2 Sunarto 4.000.000 7.500.000 
3 Ahmad Syaroni 900.000 1.500.000 
4 Siti Umayani 3.000.000 6.000.000 
5 Viesna 4.000.000 7.000.000 
Sumber: data Informan Nasabah KUR BRI Syariah cabang Kudus yang sudah diolah 
 
Dari data pada tabel 4.3 keuntungan UMKM pada tabel diatas 
menunjukan bahwa keuntungan penjualan mengalami kenaikan secara 
signifikan setelah mendapatkan KUR BRI Syariah. Hal ini menunjukkan 
terdapat perbedaan yang signifikan terhadap keuntungan penjualan pada 
UMKM di Kabupaten Kudus sebelum dan setelah menggunakan KUR 
BRI Syariah. Hal ini dipengaruhi oleh faktor modal yang bertambah 






Seperti yang diketahui bahwa keuntungan adalah sejumlah uang 
yang diperoleh setelah semua biaya variabel termasuk biaya tetap 
operasional tertutupi. Hasil pengurangan positif berarti untung, hasil 
pengurangan negatif berarti rugi. Sebelumnya telah diketahui bahwa omzet 
penjualan UMKM penerima KUR BRI Syariah meningkat dengan adanya 
tambahan modal KUR, setelah dikurangi biaya variabel dan biaya 
operasional UMKM diketahui bahwa keuntungan UMKM penerima KUR 
juga meningkat secara signifikan. Hal ini menunjukan efisiensi 
penggunaan dana KUR dan memaksimumkan keuntungan yang dilakukan 
oleh UMKM sehingga bisa meningkatkan keuntungan.  
Penulis berpendapat bahwa dengan menggunakan dana KUR 
secara efisien, UMKM dapat menghindari pembengkakan biaya variabel 
atau bahkan kridit macet, sehingga UMKM dapat meningkatkan 
keuntungannya. Selain itu memaksimumkan keuntungan juga bisa 
meningkatkan keuntungan. Produsen dianggap akan selalu memilih 
dimana bisa mendapatkan keuntungan total yang maksimum. Bila 
produsen telah mencapai posisi ini dikatakan telah berada pada posisi 
ekuilibrium, disebut ekuilibrium dikarenakan pada posisi ini tidak ada 
kecenderungan bagi pengusaha untuk mengubah output (dan harga output) 
nya. Sebab bila ia mengurangi (atau menambah) volume output 
(penjualannya) maka keuntungan totalnya justru menurun. Hal ini terjadi 
karena pada posisi ekuilibrium  telah tercapai output dan harga output 
yang optimal untuk mendapatkan keuntungan maksimum, bila produsen 
menambah jumlah outputnya bisa saja output tersebut tidak terserap pasar 
yang mengakibatkan penurunan keuntungan, begitu pula jika produsen 
mengurangi jumlah output maka akan menyebabkan hilangnya potensi 
yang bisa dicapai perusahaan.113 Kasus ini seperti yang dialami oleh 
informan Bapak Ahmad Syaroni mengatakan bahwa demi mendapatkan 
keuntungan yang maksimal, beliau tidak pernah merubah harga 
                                                          






dagangannya melebihi harga pasar karena pembeli pasti akan pindah ke 
toko lain walaupun selisih hanya sedikit. Beliau juga tidak menetapkan 
harga dagangan dibawah harga pasar, karena hal itu bisa mengurangi 
keuntungannya walaupun barang dagangan yang terjual jumlahnya 
banyak.114 Demikian juga yang dialami oleh Ibu Siti Umayani dan Ibu 
Viesna sebagai pemilik usaha konveksi. Mereka tidak akan memproduksi 
barang melebihi atau kurang dari permintaan pasar karena sangat beresiko 
dalam memaksimalkan keuntungan.  
4. Jumlah Jam Kerja 
Didalam UMKM tidak lepas dari Sumberdaya Manusia (SDM). 
SDM dalam arti mikro secara sederhana adalah manusia atau orang yang 
bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, 
pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja dll. Sebuah UMKM biasanya 
memiliki beberapa karyawan didalamnya walaupun beberapa UMKM ada 
yang tidak memiliki karyawan satupun atau hanya dikelola oleh pemilik 
UMKM saja. Perkembangan kinerja SDM bisa dilihat dari jumlah jam 
kerjanya untuk mengelola UMKM. Berikut adalah tabel jumlah jam kerja 
UMKM yang dijadikan sebagai informan oleh penulis: 
 
Tabel 4.4 
Data Informan Nasabah KUR BRI Syariah Cabang Kudus 
Jumlah Jam Kerja 
No Nama 
Jumlah Jam Kerja / Hari 





Total ( Jam 






Total ( Jam 
Kerja x Jml 
Karyawan ) 
                                                          





1 Hj Rukaya 7 Jam 1 orang 7 Jam 8 Jam 1 orang 8 Jam 




6 Jam 1 orang 6 Jam 6 Jam 1 orang 6 Jam 
4 Siti Umayani 6 Jam 6 orang 36 Jam 8 Jam 8 orang 64 Jam 
5 Viesna 8 Jam 2 orang 16 Jam 8 Jam 4 orang 32 Jam 
Sumber: data Informan Nasabah KUR BRI Syariah cabang Kudus yang sudah diolah 
 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah jam kerja pada 
UMKM penerima KUR mengalami kenaikan secara bervariasi. Hal ini 
dikarenakan jumlah tenaga kerja UMKM juga bervariasi.  
Menurut Departemen Perindustrian dan Perdagangan UMKM 
adalah kelompok industri kecil modern, industri tradisional, dan industri 
kerajinan yang mempunyai investasi modal untuk mesin–mesin dan 
peralatan sebesar Rp. 70 juta kebawah dan usahanya dimiliki oleh warga 
Negara Indonesia. Ditambah data Badan Pusat Statistik, kriteria usaha 
adalah : Usaha Mikro adalah memiliki 1–4 orang tenaga kerja, Usaha 
Kecil adalah memiliki 5–19 orang tenaga kerja dan Usaha Menengah 
adalah memiliki 20–99 orang tenaga kerja.115 Artinya adalah jumlah 
tenaga kerja di UMKM sangat bervariasi, tergantung kebutuhan dari 
UMKM tersebut apakah membutuhkan banyak tenaga kerja atau bahkan 
cukup pemilik UMKM saja yang mengelola semua lini usahanya. 
Seperti contoh Ibu Hj Rukayah, Bapak Sunarto dan Bapak Ahmad 
Syaroni. Mereka semua adalah pemilik usaha toko yang didalam 
pengelolaan usahanya masih bisa dikelola sendiri tanpa membutuhkan 
karyawan. Maka walaupun setelah mendapat dana KUR, mereka belum 
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perlu membutuhkan karyawan hanya saja jumlah jam kerjanya yang 
ditambah masing-masing 1 jam setelah menerima KUR, seperti yang 
dilakukan Ibu Hj Rukayah dan Bapak Sunarno yang membuka tokonya 
lebih awal dan menutup tokonya lebih lama dikarenakan jumlah pelanggan 
yang bertambah.  
Berbeda halnya Ibu Siti Umayani dan Ibu Viesna sebagai pemilik 
usaha konveksi, mereka perlu menggunakan tenaga kerja dalam proses 
produksi konveksinya. Jumlah jam kerja usaha miliknya juga mengalami 
kenaikan yang signifikan, yaitu pada usaha Ibu Siti Umayani meningkat 24 
Jam per hari dan 16 Jam per hari di usaha Ibu Viesna dikarenakan jumlah 
























1. Konsep Penyaluran KUR BRI Syariah 
Dalam menyalurkan progam KUR, BRI Syariah memiliki beberapa 
proses yang harus dilakukan dari mulai penawaran sampai dengan pencairan 
KUR kepada nasabah. Tahapan-tahapan yang akan dilakukan. Yaitu, 
inisiasi, analisis dan persetujuan. Setelah pencairan dana KUR ada tahapan 
selanjutnya yang disebut pasca akad. Antara lain yaitu Restrukturisasi, 
percepatan kolektibilitas, Penghapusbukuan, Recovery, dan pemeliharaan 
pasca KUR BRI Syariah 
2. Perkembangan UMKM penerima dana KUR 
Dalam hasil analisis perkembangan UMKM sebelum dan sesudah 
menerima KUR BRI Syariah, mengenai modal, omzet penjualan, 
keuntungan, dan jumlah jam kerja. Maka dapat disimpulkan bahwa: 
a. Kinerja UMKM yang dilihat dari modal menunjukkan perbedaan yang 
signifikan setelah menerima KUR BRI Syariah. KUR yang diberikan 
oleh BRI Syariah memberikan dampak yang signifikan terhadap 
peningkatan kinerja pada UMKM. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan 
modal sebelum dan setelah menerima KUR BRI Syariah. 
b. Kinerja UMKM yang dilihat dari omzet penjualan menunjukkan 
perbedaan yang signifikan setelah menerima KUR BRI Syariah. KUR 
yang diberikan oleh BRI Syariah memberikan dampak yang signifikan 
terhadap peningkatan kinerja pada UMKM. Hal ini dapat dilihat dari 
perbedaan omzet penjualan sebelum dan setelah menerima KUR BRI 
Syariah. 
c. Kinerja UMKM yang dilihat dari keuntungan menunjukkan perbedaan 
yang signifikan setelah menerima KUR BRI Syariah. KUR yang 




terhadap peningkatan kinerja pada UMKM. Hal ini dapat dilihat dari 
perbedaan keuntungan sebelum dan setelah menerima KUR BRI Syariah. 
d. Kinerja UMKM yang dilihat dari jumlah jam kerja menunjukkan 
perbedaan yang signifikan setelah menerima KUR BRI Syariah. KUR 
yang diberikan oleh BRI Syariah memberikan dampak yang signifikan 
terhadap peningkatan kinerja pada UMKM. Hal ini dapat dilihat dari 




Berdasarkan permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini, maka 
penulis hendak menyampaikan saran. Hal-hal yang diperlukan dalam 
pengembangan UMKM di Kabupaten Kudus, yaitu sebagai berikut: 
1. Kepada pihak Bank BRI Syariah selaku penyalur progam pemerintah 
dibidang permodalan UMKM, disamping menawarkan produk pinjaman 
modal agar juga melakukan penyuluhan dan pengarahan kepada para 
pengusaha UMKM. Sehingga wujud tanggung jawab pemerintah untuk 
mensejahterakan rakyat dapat terlaksana.  
2. Kepada para pengusaha UMKM, bahwa dalam penggunaan kredit usaha 
untuk tidak mencampur adukkannya dengan kebutuhan konsumsi agar 
pemanfaatannya lebih bijak dan lebih efisien sehingga hasil pun akan 
terlihat maksimal. 
3. Diperlukan peran dari Dinas Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kualitas 
tenaga kerja dengan melakukan program seperti pelatihan kepada 
masyarakat. Pelatihan ini akan berdampak pada penambahan skill terutama 
pada masyarakat yang putus sekolah. Sehingga dengan pelatihan ini akan 
dihasilkan tenaga kerja yang mandiri dan kreatif dalam berwirausaha. 
4. Diperlukan peran dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dalam 
mempromosikan produk UMKM di Kabupaten Kudus. Promosi ini akan 
berdampak terhadap peningkatan penjualan UMKM, sehingga akan 
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A. Pedoman wawancara 
A. Pembiayaan KUR BRI Syariah 
1. Bagaimana KUR di BRI Syariah cabang Kudus? 
2. Berapa plafon maksimal pembiayaan KUR di BRI Syariah cabang 
Kudus? 
3. Bagaimana skema/akad pembiayaan KUR di BRI Syariah cabang 
Kudus? 
4. Berapa margin yang ditetapkan oleh BRI Syariah cabang Kudus? 
5. Bagaimana penyesuaian margin yang diterapkan oleh BRI Syariah 
cabang Kudus? 
B. Tujuan pembiayaan KUR BRI Syariah cabang Kudus 
1. Apa tujuan dari pembiayaan KUR BRI Syariah cabang Kudus? 
2. Apa manfaat dari pembiayaan KUR BRI Syariah cabang Kudus? 
C. Konsep Penyaluran KUR di BRI Syariah cabang Kudus 
1. Bagaimana jalannya proses pembiayaan KUR  di BRI Syariah cabang 
Kudus? 






A. Pelaksanaan pembiayaan KUR pada UMKM masyarakat muslim di 
Kabupaten Kudus 
1. Bagaimana proses dan alur dari pembiayaan KUR pada UMKM 
masyarakat muslim di Kabupaten Kudus? 
2. Apa  permasalahan yang dihadapi BRI Syariah Cabang Kudus 
dalam menyalurkan KUR BRI Syariah? 
3. Siapa saja yang terlibat dalam penyaluran KUR BRI Syariah? 
B. Perbedaan UMKM sesudah menggunakan KUR BRI Syariah 
Ongkos Produksi 
1. Berapa pebedaan ongkos produksi sebelum  dan sesudah 
menggunakan KUR BRI Syariah? 
2. Bagaimana perhitungan ongkos produksi sebelum dan sesudah 
menggunakan KUR BRI Syariah? 
3. Apa pengaruh KUR BRI Syariah terhadap ongkos produksi 
UMKM? 
Omzet penjualan 
1. Berapa perbedaan omzet penjualan sebelum dan sesudah 
menggunakan KUR BRI Syariah? 
2. Bagaimana perhitungan omzet penjualan sebelum dan sesudah 
menggunakan KUR BRI Syariah? 
3. Apa pengaruh KUR BRI Syariah terhadap omzet penjualan 
UMKM? 
Keuntungan 
1. Berapa perbedaan keuntungan sebelum dan sesudah menggunakan 
KUR BRI Syariah? 
2. Bagaimana perhitungan keuntungan sebelum dan sesudah 
menggunakan KUR BRI Syariah 
3. Apa pengaruh KUR BRI Syariah terhadap keuntungan UMKM? 
Jumlah jam kerja 
1. Berapa jumlah jam kerja sebelum dan sesudah menggunakan KUR 
BRI Syariah? 
2. Bagaimana perhitungan jam kerja sebelum dan sesudah 
menggunakan KUR BRI Syariah? 
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